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Puji syukur kita panjatkan kehadapan lda Sang
Hyang Widhi \Wasa yang telah melimpahkan Asung Kerla
Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemenntah Bawaslu Provinsi Bali Tahun
2021 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
Bawaslu Provinsi Bali atas target Kinerja dan penggunaan

anggaran Tahun 2021. Penyusunan laporan ini
merupakan tindak lanjut dar Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali
Tahun 2021 menggambarkan sejumiah capaian kinerja yang telah dicapai
dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2021,
Berbagal upaya telah ditempuh untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum,
Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memaximalkan pencegahan dari pada
penindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak
lanjut untuk paerbaikan kinerja ke depan

¥aml berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021 akan dapat diperoleh
manfaat bagl perbaikan dan peningkatan kinerfa dari Bawaslu Provinsi Bali.
Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan
untuk penyempurnaan di masa yang akan datang

Denpasar, 31 Januari 2022
Ketu Provinsi Bali,

KETUT ARIYANI
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1.1 Latar Belakang

Ball adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama
pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Pulau Bali terstak di
B°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur yang membuatnya berklim
tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Selain terdin dari Pulau Bali, wilayah
Provinsi Ball juga terdin dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau
MNusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Menjangan,
dan Pulau Serangan. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota
provinginya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayonlas
penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan
pariwisata dengan keunikan berbagal hasil seni-budayanya, khususnya bagi para
wisatawan Jepang, Australia, dan negara manca negara lainnya. Bali juga dikenal
dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Luas wilayah Provinsi Bali
adalah 5.636,66 km® atau 0,29% luas wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 1 kota yaitu Kota Denpasar
dan B kabupaten yaitu. Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten
Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli Kabupaten Karangasem,
Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali terdini dar 57
kecamatan, dan 716 desa/kelurahan,

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasliu) Provinsi Bali adalah salah
satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandin dan bebas dan pengarubh
berbagal pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya
Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang — Undang
MNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga merupakan pearubahan
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dar Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2011 serta dengan mengacu kepada
Undang-Undang Momeor & Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Alas
Undang-Undang NMomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupah, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bawaslu Provinsi Bali mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan
Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang
demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada tanggal 2
September 2013 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Ball sudah menjadi
badan yang permanan yang disertal dengan dilantiknya pimpinan Bawaslu Provinsi
Bali pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di Prowvinsi Bali masih
berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc. Pelaksanaan program
dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinena
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja MNegara (APBN) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Berdarsarkan Peraturan Pemerintah
No 872006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Permenpan Nomor 53
Tahun 2014 serta Keputusan Sekretaris Jenderal Bawasiu Rl Nomor . 0338/HK.
01.00/SJ/06/2021, Bawaslu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara
dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan
sisiemn kelerbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIF).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjaswaban Bawasiu
atas pelaksanaan dan fungsinya, serla perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerntah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalul sistem pertanggungjawaban secara periodik., LKIP ini
memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawasiu Provinsi Bali selama Tahun
Anggaran 2021

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.2.1 Kedudukan
Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.

1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi
1.2.2.1 Tugas Bawaslu Provinsi adalah :
1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap
a. Pelanggaran pemilu
b Sengketa proses pemilu
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2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
Provinsi, yang terdin atas .

a
b

o 3 3=~ = ol s R B =

e

o

Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
Pemutakhiran data pemilin, penetapan daftar pemilih sementara dan
daftar pemilih tetap;

Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD provinsi,

Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye,

Pengadaan logistik Pemilu dan pendistnbusiannya,

Pelaksanaan pemungutan suara dan panghitungan suara hasil Pemilu;
Penghitungan suara di wilayah kerjanya

Pergerakan surat suara, berita acara panghihrmgan suara, dan sertifikat
hasil penghitungan suara dar TPS sampal ke PPK,

Rekapitulasi suara dan semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh
KPU Provinsi;

Felaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,

Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan,

. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;

Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi

Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang kut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang
terdiri atas.

Putusan DKPP;

Putusan pengadilan mengenal pelanggaran dan sengketa Pemilu;
Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten [ Kota;

Keputusan KPLU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Keputusan pejabat yang barwenang atas pelanggaran netralitas semua
pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana
diatur dalam Undang - Undang ini;

Mengeiola, memelihara, dan merawat arsip seria melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesual dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan

Mengawasi pelaksanaan sosiahsasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi

Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
Melaksanakan tugas lain sesual dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan.
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1.2.2.2 Bawaslu Provinsi berwenang untuk :

al Menerma dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemilu,

b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta
marekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-
pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi,

d) Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap
pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikul serla dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,

e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan perlimbangan Bawaslu
apabila Bawasiu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai
sanksi atau akibat
lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.

fi Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak
yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran
Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provins;

g) Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan
perimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan, dan

h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah:
Sedangkan untuk Kewajiban Bawaslu Provinsi pada pasal 100, Bawasiu
mamiliki kewajiban sebagai berkut in:

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewesnangnya;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya,

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesual dengan
tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;,

d.  Menyampakan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mangakibatkan
terganggunya
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi

e Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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1.3 Struktur Organisasi
1.3.1 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan
Bawasiu Nomor 1 Tahun 2021

Tabel. 1.1
Struktur Organisasi
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Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kera Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum HKabupaten/Kota, dan Sekretanat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, terdin dari:

A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali
Anggota Bawaslu Provinsi Bali berjumiah 5 (lima) orang terdin atas seorang
ketua merangkap anggota serla 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua
Bawaslu Provinsi Bali dipillh secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota
Bawaslu Provinsi Bali, Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Bali adalah 5
{lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpahfanji Keanggotaan Bawaslu
Provinsi Bali Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Bali membawahi
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Koordinasi Divisi (Kordiv), Dari lima anggota itu dibagi ke 5 koordinator divisi,
yaitu Divisi SDM dan Organisasi, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi
Penanganan Pelanggaran, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar
Lembaga, dan Divisi Hukum, Humas dan Datin.

Eetut Arvani. SE. MM, MH

» Hatua Bawaslu Provins: Bal

* Kordiv. Sumber Daya Manusia dan
Jrganisas

| Ketuit Rudia: SE MM

» Anggota Bawasiu Provinsi Bali
Kordny Hukum Humas dan Dalin

I Wayan Wirka, SH
gota Bawasly Provins Ball
tordiv. Fenanganan Pelanggaran

Ir | Kelut Sunadra, i 53

« Anggola Bawasld Provinsi Bali
« Kordiy, Panvalasamn Sengketa
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Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta
koordinasi dengan pemenntah daerah dan instansi terkait

lda Bagus Futu Adinatha, AP, M. S

« Kapals Sekretanat Bawasiu Provina| Bali

Kepala Bagian Administrasi

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a
mempunyal tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi
pelaksanaan pengawasan internal.

| Wayan Rissiko, 5. Sos

«Henala Bagian Adminisirasi Bawaslu Provins

Bali

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 huruf b mempunyal tugas melaksanakan urusan
penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan
hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu,
pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi.

Mi Luh Supn Cahayani, 5.505.MAF
*Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan

Masyarakst Bawasiu Provinst Eal

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesalan Sengketa
Proses, dan Hukum Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian
sengketa Proses Pemilu, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran
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dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu,
penyeiesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi

| Made Aji Swardhana, AP M.5i

* Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses, dan
Hukum Bawaslu Provinsi Bal

1.3.2 Aspek Strategis Organisasi
Bawaslu Provinsi Bali memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:

a.

b.

Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaralan kedaulatan
rakyat. dalam rangka pembentukan pemenntahan yang demokratis,

Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi
maupun konsolidasi.

Memastikan semua kekuatan politik non-demaokratis tidak lagl menjadi aktor
pengendali pemilu.

Mendorong prakiek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang
Kuat

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Bali mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk

mengatasi pengaruh dinamika ingkungan strategis terutama politik lokal dan politik
nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi
Bali. Berikut im identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh
terhadap Bawaslu Provinsi Bali.

1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan

1.4.1.1 Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi
Bali memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam
menghadapi perscalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah :

a.

b.

C.
d.

Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan
penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, vyang dapat
mencegah konflik politk berujung pada tindak kekerasan, seperi
penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi
politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan,
barang, dan uang (money politics);

Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasiias dan
kapabilitas;

Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa,

Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu
secara partisipatif:
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e Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam
penagakan hukum Pemilu;

f  Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;

g. Kemandinan dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;

h.  Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya;
dan

. Kerasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

1.4.1.2 Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi
Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan
penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya
adalah:

a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan
teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;

b. Regulasi teknis pengawasan pilkada serentak yang masih periu diperbaiki
regulasinya agar lebih komprahensif;

c. Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad
hoc), karena bersifat ad hoc maka terdapat kendala teknis pengawasan
tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi,

d. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa
kabupaten/kota yang masih kurang;

e. HKeterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di
tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu KablKota), tingkat Kecamatan (Panwas
Kecamatan), dan tingkat desalkelurahan (PPDK), agar pelaksanaannya dapat
benalan sesual ketentuan yang berlaku
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJAN.JIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagal lembaga
pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas
dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus
berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasiinya dapat diterima oleh
semua pihak Untuk itu, disusun visi, misl, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu
yang harus dicapal melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat
substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.2 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis
Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, Bawaslu memiliki Visi yang
menunjukkan jati diri dan fungsi Bawasiu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu
“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya."

2.2.1 Visi

Pada Tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan
mempengaruhi arah peralanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni
ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-
Undang MNomor 7 Tahun 2017 sebagal pengganti atas beberapa peraturan
perundang-undangan tentang Pemilu sebaiumnya, serla ditetapkannya Ketua dan
Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan
tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental,
yang meliputi antara lain;
1. Sistemn penyelenggaraan Pemilinan Umum;

2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu

3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari
semula adhoc menjadi permanen; dan

4. Penguatan strukiur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Penjelasan Visi:

Bawaslu bertekad untuk menjadi akior yang mensinergikan seluruh potensi
bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan benntegritas. Pencagahan
dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur
masyarakal maupun pemangku kepenlingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan
sacara transparan, akuntabel, kradibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk
menyelesaikan permasalahanPemilu di zemua tahapan Pemilu, dimana tujuan
akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling
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dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan
Pemilu.

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian
sengketa Pemilu secara profesional, berintegntas, netral, transparan, akuntabel,
kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan
Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dar
publik

2.2.2 Misi

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kera selama periode 2020-2024. Adapun Misi
Bawaslu adalah:

a Meningkatkan kualtas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif
serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif,

b. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa
proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

e Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi,

d Memperkuat sistem teknologi informasi  untuk  mendukung kinerja
pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu tenntegrasi,
efektif, transparan dan aksesibal,

g. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serla aparatur
Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui
penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi
informasi sesuai dengan prinsip lata-pemenntahan yang baik dan bersih

Penjelasan Misi:

Kelima Misi Bawasiu tersebutl, yang sesual dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan Bawaslu, dimaksudkan wuntuk mencapai Visi Bawaslu. "Menjadi
Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

Agar pengawasan Pemilu dapal dlaksanakan sesuai amanal undang-
undang, maka diperiukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pamilu
serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini
sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola
dan melode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif,
dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk
management] yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak
meambangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dan dalam
negeri maupun pihak darn luar negen Pengalaman dalam pengawasan Pemilu,
penegakan hukum, maupun penyelésaian sengketa pemilu yang berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu.
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Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait
peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pamilu menjadi sangat
penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu
diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat
meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi.

Untuk mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan
dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui
proseés pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatf Kerangka hukum
tersebut dikelola secara terintegrasi, balk dan sisi proses penyusunan/pembuatan
|legal drafting) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak
tumpang-tindih.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung
gengan suatu sisterm kontrol dan manajemen. serta teknologi yang berskala luas,
terstruktur, sistematis, dan infegratif Atas dasar itu, maka Bawaslu periu
menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologl informasi untuk
mendukung kinera pengawasan, penindakan seria penyelesaian sengketa pemilu
terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Misi keempat ini juga diarahkan untuk
memperkual kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah
diakses, Data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system
pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian dan mudah
diakses oleh masyarakat.

Misi kelima, Bawaslu akan mempercepal penguatan kelembagaan, dan SDM
pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan
pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola
organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang
baik dan bersih.

Dalam upaya memperkuat integntas pengawas Pemilu juga menjadi
perhatian yang besar, mengingat ternadinys peningkatan frend pelanggaran kode
elik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 Tahun
terakhir. Fenomena ini memerukan penanganan yang senus oleh Bawaslu,
mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagal pengawas Pemilu sangal memeriukan
legitimasi politik yang kuat dan semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh
kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparatumya.
Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan
fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkual
kapasitas pembinaan Bawasiu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-
hoc. Penguatan integntas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting
vang hendak dwujudkan oleh Bawaslu, Misi kelima ini juga mencakup upaya
memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna
mencegah terjadinya maladminisirasi, mismanagement serta abuse of power yang
dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
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2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis
2.3.1 Tujuan
Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi
dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu. maka tujuan yang
ditetapkan Bawaslu adalah sebagai barikut:
a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu,
memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif,
b. Meningkatkan kualitas dan efeklifitas kegialan penindakan pelanggaran
pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang
berkualitas,
d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi  yang
terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional
dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

2.3.2 Sasaran Strategis
Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-
2024 adalah;

a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan
pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu
partisipatif;

b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyslesaian
sengketa proses pemilu;

c. Terwujudnya kajian dan produk hukum seria layanan bantuan hukum yang
berkualitas;

d. Terbangunnya system teknologi informasi vyang terintegrasi, efektif,
transparan dan aksesibel,

a8, Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan
sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

2.4 Rencana Kinerja Bawaslu

Rencana Strategis Bawaslu 2020 - 2024 yang memuat program
pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan
(action plan) tahunan yang pada Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk
mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing
indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun
kegiatan tahunan untuk Tahun 2021 yang terdin dan kegiatan kesekretariatan
Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal
serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan
peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan
penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian
kegiatan pada masing-masing indikator kinenja kegiatan adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2021

| Hak memilih dan dipilih terhambat

 serta ketiadaan/kekurangan
fasilitas sehingga penyandang Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
‘.‘?“““‘ VAPt IangOUn SN Pengembangan Pﬁsat Pendidikan dan
halke éi) Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil
Indeks Demokrasi Indonesia Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan
(Aspek Lembaga Demokrasi F'amndahaﬂ Pelanggaran

P&ngawasan Pamilu Partlmpatrf

Indeks Demokrasi Indonesia
(Aspek Hak-hak Politik Variabel ‘Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan
dan Eupumsl FPangawasan

Hak lih ipili i vl Dl o —
ak memilih dan dipilin Indikatar v ] Pengawasan Tahapan

Pemilu/Pemilihan

Variabel Pemilu yang bebas dan
adil Indikator Netralitas
Panyelenggara Pemilu dan
Kekurangan dalam perhitungan
suara)

Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa Pemilu/Pemilihan

= — e

| Fasilitasi Sentra Gakkumdu

Advokasi P&Iﬂnggamn dan Pidana
Pemilu/Pamilihan

Indeks Kepatuhan Dalam |
Penyusunan Produk Hukum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk

Hukum

Diseminasi Peraturan Parundang—!.!ndangan

Kualifikasi keterbukaan informasi | Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan

publik Dokumentasi
Indeks Sistem Pemerintahan ' Pengelolaan dan pelayanan data dan
Berbasis Elektronik (SPBE) | infarmasi publik

e —————

| Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu |
Provinsi

Penyusunan Rencana Kerja dan aran
Nilai Evaluasi Reformasi Birckrasi ? Angg

Pembinaan dan Pengelolaan BMN

Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan
dan Kearsipan

14



LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021

' Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

| Pembangunan/ renovasi gedung dan
| bangunan

Pembinaan SOM Pengawas dan
Kesekretariatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Program

| Keuangan

Gaji dan Tunjangan

Operasional dan Pemeliharaan Kantor
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Tabel. 2.2

Matriks Realisasi dan Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2021

Cars
Panghitungan
Sasaran S |Rumus
Rinain Penghitungan
Katercapasan)
Indeks
Domobrasi
Indonesia
Meningkatiy mmp IH'III *
;_1“"""" Wariabel Hak
- il dan
kegiatan o
s Infkaior Hak
Tﬁ om0 | e
dpilh I Incleks
pPENGIWISEN bt Cemokrasi
P, BT M Indomesia
:'""' ":::1 Redtindanrikes
| ""I LE@nGan
pengmuasan aahin
pemiL i
partspatf Aaliaparmipy
cacal Edak
dlapat
menggunaian
sk pilih]

Ruwalisasi Capaian Raadinasi
| P rosgramyd
2020 2001 i 2020 | 20H i Kogiatan oo Rp %
Merangkatriya
kelepalan dan
Cratm loezEmURAn |
indikanar kegiatan
Belum tahun 2020 pencegahian dan
o 83,27 dapal tidak dapat PEMgaWasan 1560130, 000 1 B8 678 BT % 95%
terukin | dtampilken | periu, seria
dikmrgnakan | peran sena
tedla jdkmtor | masyarokat dolem
pngEwREan
pizmilu partisipaiif
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n'n
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Mm kuzitas
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e O N N ESSEa:::———m—————

o kualitas
SOM dan tais
kelola

i gemnisani

yarg
professional
dan sesun

prraiy tala
pemesinsnban
yang baik,
barsih dan

Mika Evndipasd
Reformas
Eirokrasi

Hasil Evaluasi
RE dari
Femerderian
FAN RE

Belum dapal
tanpalisas

kuaktas S04 don
tata kelola

DFfRRMEaRS] Yang
professional dan
B BUAT dengan
prnsip taba

yareg baik, bersih
dian modern

G086 513000

5TT1.T0.580

94_TH%

18



LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021
—_— e e, e — e

2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2021

Dalam

rangka mewujudkan

manajemen

pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta beronentasi pada hasil dan mencapai target kinera,
Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Bali adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI
NO. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA i
1) (2) 3 9 |
1 Meningkatnya ketepatan dan Indeks Demokrasi Indonesia 83,27 '
kesesualan kegiatan (Aspek Hak-hak Politik
pencegahan dan pengawasan Variabel Hak memilih dan
pamilu, serta peran serta dipilih Indikator Hak memilih
masyarakal dalam pengawasan | dan dipilih terhambat serta
pamilu partisipatif ketiadaan/kekurangan fasilitas
sehingga penyandang cacat
tidak dapat menggunakan hak
| pilin}
2. Meningkatnya kualitas Indeks Demokrasi Indonesia 89,64
penindakan pelanggaran pemilu | (Aspek Lembaga Demokrasi
dan penyelasaian sengkela Variabel Pemilu yang bebas
proses pemilu dan adi Indikator Netralitas
Penyelenggara Pemilu dan
Kekurangan dalam ,
I . |perhitungan suara) . |
3. Terwujudnya kajian dan produk | Indeks Kepatuhan Dalam Sedang
| hukum serta layanan bantuan Penyusunan Produk Hukum
| hukum yang berkualitas
4. | Terwujudnya kajian dan produk | Kualifikasi kelerbukaan Infarmatif
hukum sera layanan bantuan informasi publik
| hukum yang berkualitas
| Terbangunnya sistem teknologi | Indeks Sistem Pemerintahan 1.8 Skala

' informasi yang terintegrasi,
| efektif, transparan, dan
! aksesibal

Berbasis Elektronik (SPBE) |
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

5 Meningkatnya kualitas SDM dan | Nilai Evaluasi Reformasi
tata kelola organisasi yang Birokrasi

professional dan sesuai dengan
prinsip tata pemernntahan yang
baik, bersih dan modemn

| — ==
Sumber; Penanjian kinera ketua Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021
KEFALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

ml SASARAN KEGIATAN | NDIKATORSASARAN | o\ prpr

KEGIATAN

(1) (2) (3 (4)

1. | Meningkatnya kualitas ' Jumlah daerah yang 1 Daerah
pengawasan mengembangkan Pusat
panyelenggaraan | Pendidikan dan Pelatihan

| Pemilu/Pilkada di Bawaslu | Pengawasan Pemilu
Provinsi, Bawaslu Partisipatif hasil piloting

Kabupaten/Kota dan lembaga | (PN)
pangawas pemilu Ad-hoc

| | Persentase penyelesaian 100%
pelayanan administrasi dan
tugas teknis lainnya
Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

Persentase Pengadaan 100%
Sarana dan Prasarana

Bawaslu Provinsi dan
Bawasiu Kabupaten/Kota
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Sumber- Perjanjian kinerja Kepala Sekretanat Bawasiy Provins/ Bali Tahun 2021

Pemilu/Filkada di Bawasiu
Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota dan

Lembaga Pengawas pemilu
| Ad-hoc

oleh Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota

NO. SASARAN KEGIATAN KEGIATAN TARGET
2. | Meningkatnya kualitas Persentase 80%
pengawasan Penyelenggaraan
penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu Tahun 2021 pada dasarnya merupakan rangkaian proses
atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Pencapaian kinerja per
satuan kegiatan di Tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang
teiah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Provinsi Bali Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara
rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai
Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau
ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya uniuk
malakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang
untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat
dan berkualitas.

3.1.1 Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja dilakukan untuk setiap
capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan Masing-masing sasaran tersebul
akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini
adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2021

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis | ol mﬂ.‘-.-,,m
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan :
3 pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran 100%
serta masyarakat dalam pengawasan pemilu
| pe_'ﬂ'lisipalil_‘
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran 100%
2, pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu
' Terwujudnya kajian dan produk hukum serta | 100%
3, layanan bantuan hukum yang berkualitas
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta 100%

4 layanan bantuan hukum yang berkualitas
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' Terbangunnya sistem teknologi informasi yang
terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesiba|

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola

organisasi yang professional dan sesuai dengan

prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan

modem

Rata-Rata Capaian

Sumber: Smart 2021

100%
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Tabel. 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

(1) 2 . (@ (5

1. | Meningkatnya ketepatan | Indeks Demokrasi Indonesia 83,27 N/A
dan kesesuaian kegiatan | (Aspek Hak-hak Politik | (Capaian kinerja
pencegahan dan Variabel Hak memilih dan pada tahun
pengawasan pemilu, serta | dipilih Indikator Hak memilin | 2021 balum
peEran serta masyaraxal dan dipilih terhambat serta dapat terukur
dalam pengawasan pemilu | ketiadaan/kekurangan disebabkan
partisipatif fasilitas sehingga belum ada

penyandang cacat tidak update nilai
dapal menggunakan hak capaian 2021
pilik) | Indek
Demokrasi
-_— Indonesia)

2. | Meningkatnya kualitas Indeks Demokrasi Indonesia | 89,64 N/A |
penindakan pelanggaran | (Aspek Lembaga Demokrasi | (Capaian kinerja |
pemilu dan penyelesaian | Variabel Pemilu yang bebas | pada tahun

. sengketa proses pemilu dan adil Indikator Netralitas | 2021 belum
Penyelenggara Pemilu dan dapat terukur

Kekurangan dalam disebabkan

perhitungan suara) belum ada

update nilai
capaian 2021

Indek
Demaokrasi
Indonesia)
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Terwujudnya kajian dan Indeks Kepatuhan Dalam Sedang Baik
produk hukum serta Penyusunan Produk Hukum
layanan bantuan hukum
yang berkualitas
Terwujudnya kajian dan | Kualifikasi keterbukaan Informatif | Informatif
produk hukum serta informasi publik |
layanan bantuan hukum
yang berkualtas B
Terbangunnya sistem Indeks Sistem 1.9 Skala Cukup
teknologi informasi yang Pemerintahan Berbasis
terintegrasi, efektif, Elektronik (SPBE)
| transparan, dan aksesibel
Meningkatnya kualitas Nilai Evaluasi Reformasi 65 -
SDM dan tata kelola Birokras:
organisasi yang

professional dan sesuai
dengan prinsip tata
pemerintahan yang baik,
bersin dan modern

SASARAN 1
MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN
DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

Axpek Eeb=fnsan Sipi
Hak fak Pritik
Lembaga Damakins

SEOv Ideds Deivakenas

PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

LTI
68.0F
89,55

B,

Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

&0

0.8
ol AG

"8

4, 0%
L O
i, 5O
TT.55
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Berdasarkan data Badan Pusat Statisti Provinsi Bal untuk hak = hak politik
untuk masa wakiu 3 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2020 telah mengalami
peningkatan (tahun 2021 belum dapat terukur karena nilainya belum tersedia dan
diperkirakan update pertengahan tahun 2022). Walaupun peningkatannya tidak
signifikan namun berkolerasi positif dan bisa ditingkatkan lagi. Dalam meningkatkan
aspek hak — hak politik untuk mewujudkan Demokrasi Indonesia yang lebih baik
maka Bawaslu Provinsi Bali mengupayakan ketepatan dan kesesuaian kegiatan
pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam
pengawasan pemilu parfisipatif Kegiatan yang dilaksanakan baik sesuai dengan
rencana kerja dipadupadankan dengan tradisi dan kearifan lokal yang kental di
Provinsi Bali. Dalam program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 1.960.120.000,-
dengan capain realisasi sebesar Rp 1880679 871 - dengan presentase 95.95%
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya program kerja
antara lain;

1. PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
A. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
1} Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Organisasi Kepemudasn Pada
Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024
* Oulcame
- peningkatan partisipasi dari kalangan organisasi kepemudaan yang
ada di Provinsi Bali dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk
mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.
2) Sosialisasi dan Launching Program Gema Siwa Puja
« Qutcame
» peningkatan partisipasi Masyarakat Adat (Krama Desa Adat di Bali)
dalam pengawasan Pemilu dan Pemilinan untuk mewujudkan Pemilu
dan Pemilihan yang berintegritas
3) Sosialisasi Pengawasan Parisipatif serfa Penandatanganan Nota

Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Program

Pengawasan Partisipatif

« Dutcame

» Terjalinnya kerjasama dengan Universitas Ngurah Rai Denpasar dan
Universitas Pendidikan Masional Denpasar untuk mengembangkan
program pengawasan partisipatf dengan melibatkan kalangan
sivilas akademika di perguruan tinggi yang ada di Kota Denpasar.

26



LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021

B Rakor Pengawasan Partisipatif
aimpulan Kegiatan:
1) Bahwa setiap program yang akan dilaksanakan oleh SKPP tidak boleh
teriepas dari esensi pengawasan partisipatif yaitu memberikan informasi dan
melakuan persuasi (mempengaruhi) masyarakat untuk sadar dalam

pengawasan pemilu/pemilihan;
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2) Terkail dengan pembentukan komunitas, tidak harus dalam 1 (satu) ikatan
glumni SKPP namun dibebaskan kepada setiap alumni SKPP  untuk
membentuk komunitasnya masing-masing leiapi tidak terlepas dari wadah
komunitas utama (Alumni SKPP);

C. Rapat Biasa
Untuk menunjang dan persiapan kegiatan pengawasan partisipatif

2. PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SUPERVISI
PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN

Untuk memastikan bahwa jajaran telah melaksanakan pengawasan
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesual ketentuan serta menghimpun
permasalahan selama pelaksanaan pengawasan Pemutakhian Daftar Pemilin
Berkelajutan

3. KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN
Rapat Koordinasi Stake Holder

Rapat koordinasi stakeholder dilaksanakan untuk menemukan beberapa
kendala dalam hal pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

4, EVALUASI PENGAWASAN PEMILUW/PEMILIHAN
Rakor Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilinan

Dilaksanakan untuk penguatan jajaran di internal Bawaslu tu sendin, salah
satunya adalah melakukan Rapat Koordinasi, kegiatan rapat koordinasi dilakukan
untuk memastikan kesiapan dan kesepahaman persepsi antara sesama Pangawas
Pemilu, mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah sudah mencapai tahap akhir
yaitu persiapan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dan penetapan hasil pada pemilihan kepala daerah serentak
tahun 2020.

5. PENGEMBANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
PEMILU HASIL PILOTING
Sekolah Kader Pengawas Partigipatif (SKPP)
«  Outcame
» Untuk jangka pendek, peserta atau anak didik Sekolah Kader Pangawas
Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan penggerak
masyarakat untuk teribat dalam pegawasan pemilu/pemilihan secara
partisipatif di daerahnya masing-masing.
Untuk jangka panjang, program ini dapat berkesinambungan dan
menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan
pada pemilu-pamilu selanjulnya.
= meningkatkan pelaksanaan fungsi pendidikan Bawaslu, meningkatkan
pengawasan partisipatif masyarakat. sarana pendidikan pemilu bagi
masyarakat, pembentiukan pusat pendidikan pengawassan peamilu yang
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berkesinambungan bagi masyarakat, menciptakan kader pengawasan
yang lepat guna, dan menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul
pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.

vl Pl A

Sumber - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Rl Tahun 2021

SASARAN 2
MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Akpal efhehasan S aa, Ty i, BL e, Bl
Hab- hak Pk &8, il 0 ol T
Lisintasga Demokresd N i, 0} B, 00
Shoor Incleks Db me HI AT 31,30 T¥.ES

Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Berdasarkan daia Badan Pusal Statistik Provinsi Ball dalam aspek lembaga
demokrasi dan tahun 2018 sampal dengan 2020 mengalami penurunan dari tahun
ke tahun (tahun 2021 belum dapat terukur karena nilainya belum tersedia dan
diperkirakan update pertengahan tahun 2022) Dengan ini Lembaga Demokrasi
peru berupaya lebih untuk dapat meningkatkan nilal indek demaokrasi ini.
Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya diupayakan dar  sisi
pengawasan pemilihan namun juga kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan
penyelesaian sengketa proses pemilu serta berbagal macam layanan dalam
pengaduan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas tersebut maka yang
utama dan mendasar dimulal dar meningkatkan pemahaman bagl sumber daya
manusia yang membidangl Adapun pagu anggaran untuk program ini sebesar
Rp.252 240.000.- dengan realisasi sebesar Rp 241 860.807- dan persentase
sebesar B8585%. Dengan ini dilaksanakan berbagai macam kegiatan yang
mendukung antara lain;
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A. RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR DIVISI PENANGAMNAN
PELANGGARAN
Outcame: Menyusun laporan pelanggaran yang ditindak oleh Bawaslu yaitu
FPelanggaran Administratf Pemilu, Pelanggaran Tindak Pidana Peamilu,
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Peraturan
Perundang-undang lainnya.

B. BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS SDM TERKAIT TATA CARA
PENANGANAN PELANGGARAN
Outcame: peningkatan pemahaman penyelenggara terkait tata cara penanganan
pelanggaran.

C. MONITORING DAN EVALUASI BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PEMILIHAN DI 8 (SEMBILAN) BAWASLU KABUPATEN/KOTA
Cutcame : Mengurai kesulitan jajaran Bawaslu dalam mengelola barang dugaan
pelanggaran,

D. RAPAT PEMBAHASAN KEGIATAN PENGUATAN SDM DI DIVISI
PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 2021
Cutcama: meningkatnya pemahaman sumber daya manusia di  divisi
penyelesaian sengketa

E. RAPAT EVALUASI HASIL SUPERVISI PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN
2021 DAN PEMANTAFPAN PERSIAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Outcame: perumusan masalah atau kendala yang dihadapi sebagai acuan untuk
menyambut pemilu serentak tahun 2024

F. PEMBUATAN VIDEQ DAN BUKU SAKU MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILU/PEMILIHAN
Outcame: memudahkan sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa
pemilwpemilihan selama masa pandemic covid-19,

75.3 N/A (belum dapat NIA (belum |

Sumber - Laporan Kinera Instansi Pemenintah Bawaslu RI Tahun 2021
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SASARAN 3
TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN
HUKUM YANG BERKUALITAS

Efektifitas produk - produk hukum coleh Bawaslu juga membantu dalam
membaniu keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan tugas — tugasnya. Produk
hukum yang telah disusun diharapkan dapat membantu berbagai pihak dalam
mewujudkan pengawasan pemilihan yang berkualitas. Dalam penilaian produk
hukum dinilai oleh pihak ketiga dimana obyek yang dinilai adalah Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan tugas Bawaslu Provinsi yaitu
mendukung dalam hal memberikan masukan atas kapan hukum.

Adapun metode pengukurannya adalah dengan melakukan uji validitas dan
reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner
benar- benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabiltas bertujuan
uniuk memastikankuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai
responnya.

Berdasakan hasil analsis faktor, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum
Bawaslu Tahun 2021 memiliki score sebesar 80,23 dengan kategori nilai mutu
pelayanan "B dengan keterangan pelayanan baik. Sesuai dengan data pada table
berkut

Milai Interval Mutu Keterang
Pelayanan an

1 25,00 - 64,99 D Tidak baik
2 65,00 - 76,60 3 Kurang
; baik
3 7661 - 88 30 B Baik
4 88,31 - 100,00 A Sangat
baik

Dalam penyusunan dan pembahasan produk dan kajian hukum, perlu
dilaksakan rapat untuk membahas hal tersebul, dengan ini dianggarkan pagu
sebesar Rp 101.290.000,- dengan realisasi sabesar Rp 88 184 803 - dan persantase
capain sebesar 87.06%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

A. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Hukum |
(Anggaran DIPA APBN Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021)
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1) Rapal Monitoring dan Evaluasl Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
Qutcame: Adanya format laporan yang telah disepakati bersama
2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Bawasiu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali
Cutcame: setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawasiu Provinsi Bali dan
Bawaslu Kab/Kota dapat terintegrasi ke dalam JDIH Bawaslu yang juga
langsung terintegrasi ke dalam JDIH Nasional.
3) Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penyelenggara Pemilu Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
Outcame: penyeragaman pemahaman ferkait dengan regulasl hukum yang
meangatur tentang pemilu dan pilkada, sehingga nantinya diharapkan dapat
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 yang berintegrtas
dan demokratis.

B. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Hukum I
{Non-Anggaran DIPA APBN Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021)

1) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Gelombang |
Qutcame: terkelolanya JDIH Bawaslu dengan baik

2) Rapat Kegiatan Divisi Hukum dan Humas (Sosialisas: Produk Hukum)
Qutcame. Bawaslu Provinsi Bali beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se- Bali
memandang untuk peru dilakukan upaya membangkitkan budaya perilaku sadar
hukum dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

3) Rapat Divisi HDI {Sosialisasi JOIH)
Outcame - tersosialisasinya terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum serta E-Book JDIH.

4) Diskusi Bulanan Hukum Bawasiu Republik Indonesia via zoom mesting “Analisis
Hukum Terhadap Pengawasan Dan Pencegahan (terkait dana kampanye)’
Outcame: Adanya multi tafsir pada Pasal 437 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam Pasal 496 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan

NIA (belum
MR LI dijadikan indikator) Tinggh
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SASARAN 4

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN
HUKUM YANG BERKUALITAS DAN TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI
INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

| Kualifikasi keterbukaan informasi public dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Kualfikasl keeterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Bali
mendapat predikat informatif dari Komisi Informasi Provinsi Bali yang dibuktikan
dengan peroclehan piagam informatif idak hanya dari Komisi Informasi Provinsi Bali
tetapi juga dar Bawasiu RI. Hal ini dinilai dar beberapa indikator antara lain

1. Pengumuman Informasi
Infrastrukiur Pelayanan Informasi
Terhadap Penyediaan Informasi
Kelengkapan Laporan Layanan
Llji Aksas
Inovasi
Dalam pengeiolaan keterbukaan informasi public telah diaanggarkan pagu
sebesar Rp 44.020.000,- dengan realisasi sebesar Rp 42 268.500,- dengan
persaeniase 96 02%

o oh & L kS
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Realisas| Tahun Realisasi Tahun Target 2024 (Akhir
bl s02Y, 2020 ‘ Renstra) |
. : N/A (belum |
Informatif Informatif diadian indikstor) Informatif |

Sumber - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI Tahun 2021
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Untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik {(SPBE) diterapkan
oleh masing-masing K/L, di monitoring dan evalusi sefiap tahun olehKementerian
PAN-RE, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang
dibenkan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan
sebagaiwujud tata Kaelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
seria pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Adapun objek penitaian ini
merupakan Bawaslu Republik Indonesia dengan perolehan nilai 1,95 dengan predikat
"CUKUP" yang tentunya didukung pula oleh Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia
termasuk juga Bawaslu Provinsi Bali dengan hasil Evaluasi sebagai berikut:

Hasil Evaluasi SPBE 2021

MNama Farm Evahas SPBE 2021
Takwm 2021
Deskripes Evalmas SPBE 2021
Badan Pangawas Pemilihan Umum
KL Lermbaga MNan Siruldural
Iindeks SPBE 1,95
Fredikat SPBE Cubp
Nilai Indeks
Domain Kebijakan SPBE 1.1
Kebijakan nemal terkait Tata Kelola SPBE 1.1
Domain Tats Kelola SPBE 1.4
Ferenc anaan Strateges SPRE 1.5
Tewnologr IMformass dan Komumnikasi 15
Femyelenppara SEHE 1
Domain Manajemen SPBE 1.27
Penerapan Manapmen SPEBE 1.38
Audit TIK 1
Domain Layanan SPBE 273
Layanan Adrmirisiras Pemenntahan Berbasis Elektromik an
Layanan Publik Berbasis Elekironi 27

Dalam pengelolaan Indeks Sistem Pemerntahan Berbasis Elektronik (SPBE)
telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp 138.878.000,- dengan realisasi Rp
126.830.128.- dan persentase 91.32%.

Sumhar Lapurun {{ n&rja lns—tﬂnsl Famurlntah Bawaslu RI Tahun 2‘D21
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SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISAS| YANG
PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Bawaslu Provinsi Bali telah berupaya
dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas untuk mempercleh
predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani) dan saat ini sedang dalam proses sehingga belum dapat dinilai
Dalam upaya peningkatan Reformasi birokrasl dan zona integritas ini diperiukan
kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dimana telah dianggarkan
pagu sebesar Rp €.088.513.000 - telah terealisasi sebesar Rp 5.771.170,960,- dan
persentase 94 79%. Adapun anggaran tersebut tidak hanya berupa gaji pegawai
telapi juga kegiatan peningkatan kualitas SDM antara lain:

A. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional
dan sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Modern.

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Tahun
Anggaran 2021 bagi Bawaslu Provins: dan Bawaslu Kabupaten/ Kota

2. Rapat Monotonng dan Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi SDM dan
Organisasi

3. Rapat Monitonng dan evaluasi pelaksanaan program dan kegatan Pilkada
tahun 2020

4. Rapat partanggungjawaban pengelola keuangan bulan Januan di lingkungan
Bawaslu Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota

5. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Juknis Perbawasiu No. 15 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan

Tugas Pengawas Pemilihan Umum

Rapat pertanggungjawaban pengelola keuangan bulan Februar

7 Persiapan pelaksanaan L) Kesesuaian Jabatan melalui wawancara untuk

seleksi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kola Periode ke-2

8. Rapat Koordinas: Terkait Teknis Pelaksanaan Uji Kesesuaian Jabatan

Kabupaten/ Kota Periode Kea-2

8. Rapat Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait Pembayaran Honorarium Polga

10. Rapat Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020

11. Rapat Internal Rencana Kegiatan SOM dan Keuangan
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12, Rapat Fasilitasi kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/
Kota

13. Rapat Tindaklanjut Rapat Koordinasi terkait Rencana Kena 2022, Pokok-
Pokok Kebijakan dan Penyusunan Anggaran TA 2022

14 Rapat Finalisasi RAB Tahun Anggaran 2022

15 Rapat Tindak Lanjut Reviu Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022

16 Rapat Implementasi aplikasi e-Bupot (Elektronik Bukti Potong) dan
Persiapan Koordinasi Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024

17. Rapatl Koordinasi Aset Tetap Renovasi (ATR)

18, Rapat Penatausahaan dan Pengelofaan Kearsipan

19. Rapat Rapat Koordinasi Penyimpanan Dokumen secara Digital

B. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DAN BMN
1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Inventarisasi BMN Tahun 2021
pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Langkah-Langkah Akhir Tahun
Anggaran 2021 pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali

C. PEMBELIAN BELANJA MODAL

Kegiatan Pembelian Belanja Modal di Tahun 2021 yang meliputi belanja
peralatan dan mesin, yakni LCD Projectorfinfocus sebanyak 9 buah, Focusing
Screen/Layar LCD Projector sebanyak § buah, Televisi sebanyak 2 buah, Sound
Systemn sebanyak 9 buah, Voice Recorder sebanyak 9 buah, Camera Digital
sebanyak 9 buah dan External/Portable Hardisk sebanyak 1 buah.

D. ASET TETAP RENOVASI

Kegiatan Merenovasi Gedung milk Pemerintah  Provinsi  Bali
dipinjampakaikan kepada Bawaslu Provinsi Bali yang bertempat di Jalan Maoh Yamin
Mo 17-18 Renon Denpasar. Dengan nomor Perjanjian 593/438/UPTD.PBMD dan
593/5461/UPT P2 BPKAD.

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Rl Tahun 2021
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Tabel 3.3
EVALUASI PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI
KR KEGIATAN

(1) | (2) 3 4 (5) (6)

1. | Meningkatnya Jumtah daerah 1 Daerah | 1 Daerah SKPP tingkat
kualitas yang menengah di
pengawasan mengembangkan Provinsi Bali
penyelenggaraan | Pusat Pandidikan dilaksanakan
Pemilu/Pilkada di | dan Pelatihan pada Bulan
Bawaslu Provinsi, | Pengawasan Oktober 2021
Bawaslu Pemilu Partisipatif
Kabupaten/Kota | hasil piloting (PN)
dan lembaga i -
pengawas pemilu = Persentase 100% 100% Pelayanan
Ad-hoc penyelesaian administrasi

pelayanan berupa gaji dan
administrasi dan | belanja |
tugas teknis operasional |
lainnya Bawaslu telah terlaksana
Pravinsi dan 100% dengan di
Bawaslu dukung oleh
Kabupaten/Kota laporan evaluasi
kinerja Pejabat
- Eselon i
Persentase 100% 100% | Pengadaaan
Pengadaan Sarana dan
Sarana dan Prasarana telah
| Prasarana | terlaksana
| Bawaslu Provinsi 100% dengan di
dan Bawaslu dukung cleh
Kabupaten/Kota laporan evaluasi |

kineria Pejabat

Eselon lll serta
tercapainya
| output kegiatan |
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NO. m SASARAN TARGET | REALISASI | KETERANGAN
KEGIATAN
2. | Meningkatnya Perseniase B0% 100% telah terlaksana

kualitas Penyelenggaraan 100% dengan di
pengawasan Pengawasan | dukung cleh
penyelenggaraan | Pemilu/Pilkada laporan evaluasi
Pemiluw/Pilkada di | oleh Bawasiu kinerja Pejabat
Bawasiu Provinsi, | Provinsi dan Eselon lll serta

i Bawaslu Kabupaten/Kota tercapainya
Kabupaten/Kota ' out iatan
dan Lembaga | S
Pengawas pemilu I
Ad-hoc |

Tercapainya Indikator Kegiatan berdasarkan Peranjian Kinerja Kepsala
Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali tidak lepas dari peran serta kinerja pejabat eselon
I {Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan
Masyarakat serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu dan Hukum) begitu juga dengan dukungan staf Bawaslu Provinsi

Bali. Adapun evaluasi kinerja pejabat eselon Il Bawaslu Provinsi Bali fertuang dalam
laporan sebagai berikut:

3.1.2 Capaian Kinerja

Tabel.3.4
Capaian Kinerja Kepala Bagian Administrasi
NO SASARAN KOMPONEN INDIKATOR TARGET CAPAIAN
y INPUT KINERJA KINERJA KINERJA
(1) (2) (3) (4) (3)
' Meningkatnya Efektifitas | Jumiah Laporan 2 Dokumen | 2 Dokumen
dan Efisiensi Layanan Penyusunan
Perencanaan Program dan | Rencana Kera
1. | Anggaran dan Anggaran
i Meningkatnya Kualitas Jumiah 1 Laparan 1 Laporan
| Pengelolaan Keuangan, Pembinaan dan
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NO SASARAN KOMPONEN INDIKATOR TARGET CAPAIAN
] INPUT KINERJA KINERJA KINERJA
EMN dan Ketatausahaan | Pengelolaan BMN |
Kearsipan yang Akuntabel | yang sesuai
dan tepat waktu. dengan ketentuan
Jumiah 1 Laporan | 1 Laﬁ&'ﬁn'___
Pambinaan dan
Pengelolaan
Ketatausahaan
dan Kearsipan !
yang
diselenggarakan
‘Meningkatnya Kualitas | Jumlah kegiatan | 21Orang | 21 Orang
Layanan Sumber Daya Pembinaan SDM
manusia Pengawas dan Pengawas dan
Kesekretariatan yang Kesekretanatan
Profesional.
Terwujudnya Sinergitas | Jumlah Laporan B Dokumen | B Dokumen
| Pelaksanaan Program Monitoring,
Kera dan Anggaran | Evaluasi dan '
Melalui Kualitas Layanan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan |
A — Progam |
| Meningkatnya Kualitas Jumlah Laporan | 1Laporan | 1 Laporan
| Fengelolaan Layanan | Pembinaan dan
Adminisirasi Keuangan Pengelolaan .
yang Akuntabel, Cepat dan Administrasi '
Tepat Waktu Keuangan
' Meningkatnya Pemenuhan | Jumlah Laporan 1 Llaporan | 1 Laporan
: Layanan Sarana Pengadaan
Administrasi Perkantoran peralatan fasilitas
parkantoran
Meningkatnya Kualitas Jumiah Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Layanan Pemanfaatan Pembangunan/ |
Prasarana Perkantaoran renovasi gedung
| dan bangunan
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NO SASARAN KOMPONEN INDIKATOR TARGET CAPAIAN
: INPUT KINERJA KINERJA KINERJA
Terwujudnya Kualitas Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan |
Pelayanan Dukungan Gaiji Dan
Cperasional Kerja ( Tunjangan
Gaiji, Tunjangan, dan Jumlah Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan
Pemeliharaan Operasional | Operasional dan
Perkantoran ) yang Tepat | Pemeliharaan
Waktu. Kantor

Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran

65.047.000- 58 580202

o

Pembinaan dan

| Pengelolaan

| BMN

' Pembinaan dan
| Pengelolaan

| Ketatausahaan
‘dan Kearsipan

Pembinaan
SDM
Pengawas dan
Kesekretariatan

Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Program

Rp.

37T 115.000,- 25 144.940

6.200.000,- |

3.425.000 |

78.52%

55 24%

Pembinaan dan
Pengelolaan
Administrasi

Rp.

101.690.000,- | 77.013.500

104.571.000,- | 102.232.500 |

44 020.000,- | 25659100

§7.76%

100%

100%

58.28%

100%

75.73%

‘ 100% ‘
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E:

| Keuangan

' Pengadaan
paralatan
fasilitas
perkantoran

Pembangunan/
renovasi
gedung dan
bangunan
Gaiji dan
Tunjangan

| 10,

Rp.

10.500.000 -

10.278.500 |

98.84%

190.000.000 -

2.587.711.000,- | 2.481.205.0

188.900.000

32

95.88%

100% |

100% |

Operasional

dan

Pemeliharaan
Kantor

Rp.

2.841.658.000, -

Tabel.3.5

2,793.632.1

85

94 96%

Capaian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

(1) (2) (3 (4) (3}
1. | Meningkatrya Kualitas | Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Penyelenggaraan Fengawasan
Pengawasan Bawaslu | Pemilu
Provinsi dan Bawaslu | Partisipatif
KabupatenfKola yang
SE5USI dengan | jumiah Laporan 1 Laporan 1 Laporan
ketentuan | Pembinaan/Peny
| elenggaraan
| Pengawasan dan
- Supervisi
Pengawasan
Pemilu/Pemilihan
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- Jumlah Laporan
Fasilitasi,
Koordinasi dan

pelaproan
| Bawaslu Provinsi

1 Laporan

1 Laporan

Jumiah Laporan
Evaluasi

Pengawasan
Pemilu/Pemilihan |

PN Jumiah daerah
yang
mengembangkan
Pusat Pendidikan
dan Pelatihan
Pengawasan
Pemilu
Partisipatif hasil
piloting

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Meningkatnya kualitas | Jumlah Laporan
pelayanan Pengelolaan
kehumasan, | Kehumasan,
pemberitaan dan | Peliputan dan
publikasi | Dokurmnentasi

1 Laporan

Terwujudnya Data dan | Jumlah
Informasi di Bawaslu | Pengelolaan dan

yang terpadu dan i pelayanan data
terintegrasi | dan informasi
! publik yang

‘ tersedia |

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan
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1. | Pengawasan | Rp.  180.590.000-| 164254484  9095% 100%
Pemilu
Partisipatif

2. |Pembinaan/P |Rp.  154.025000-| 151.969.500  08.66% 100%
enyelenggara |
an

Pengawasan
dan Supervisi
Pengawasan
Pemilu/Pemili
han {
3 |Koordinasi  |Rp. 106.568.000-  99.303.911| 93.74% 100%
Pengawasan
tahapan
PemilufPemili
han

4 | Fasiiitasi, Rp. 1.232.837.000, 1.228.894.442 | ©068% | 100%
Koordinasi -
dan

Pelaporan
Bawaslu
Provinsi

5 | Evaluasi Rp.  122.100.000.- B2026.038 | &717% | 100%
Pengawasan
Pemilu/Pemili
han

& | Pengelolaan Rp. 44.020.000,- 42,268,500 | ©S6.01% | 100%

Kehumasan,

Peliputan dan

Dlnhumntasi

7. | Pengelolaan Rp.  138878.000,-| 126.830.128| 91.32% | 100% |
dan
pelayanan
dala dan
informasi
publik

B. |Pengembang |Rp. 164.000.000.- | 153631496  9367% 100%
an Pusat
Pendidikan ,
dan F‘qlgphan [
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Pengawasan
Pemilu
Partisipatif

hasil piloting

Tabel.3.6

L

Capaian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian

Sengketa Proses, dan Hukum

.| oo TARGET | CAPAIAN
(1) (2) 3 (4) {5)
1. | Meningkatnya Jumiah Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Kualitas Pembinaan/Pelaksanaan
Penanganan Penanganan dan
Pelanggaran Penindakan Pelanggaran
Pemilu atau
Pemilihan yang " jumiah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 1 Laporan
Transparan, Sentra Gakkumdu
Cepat dan
Sederhana.
Meningkatnya | Jumiah Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Kualitas Pembinaan/Pelaksanaan
Pelayanan Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian Pemilu/Pemilihan
Sengketa Proses
Pemilu atau
Pemilihan yang
transparan, cepat
dan sederhana.
2 | Meningkatnya Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan
kualitas Layanan | Advokasi Pelanggaran
Bantuan Hukum | dan Pidana
dan kajian Pemilu/Pemilihan yang
| hukum. diselenggarakan sesuai
ketentuan
" Jumiah keguatan 1 Laporan 1laporan

i Monitoring dan Evaluasi
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Pelaksanaan Produk
Hukum yang
diselenggarakan sesuai
ketentuan

| Jumiah Diseminasi 1 Laporan 1 Laporan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
diselenggarakan sesuai
S0P

186.990.503 | 97 81%

Pembinaan/Pel | Rp.  191.170.000.-
aksanaan
';Fana'nganan

' dan Penindakan
' Pelanggaran
2. | Pembinaan/Pel Rp. 59.370.000,- 54 870.304 82 42% 100%
aksanaan
Penyelesaian
Sengketa
Pemilu/Pemiliha
n

3. | Fasilitasi Sentra
Gakkumdu ]
4. | Advokasi Rp. 1.700.000, - 0 0% 100%
Pelanggaran
dan Pidana.
Pemilu/Pemiliha
n

5 | Monitoring dan | Rp. 6.500.000 - 1.600.000 24.61% 100%
Evaluasi
Pelaksanaan
Produk Hukum

1.700.000,- 0 0% 100%

8
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Diseminasi Rp.  93.080.000.- 86 584.803 |  93.01% | 100%
Peraturan

Perundang-

Undarigan _ |

3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja
3.2.1. Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Administrasi

Dalam perjanjian kinerja tertuang 10 {sepuluh) indikator kinerja antara |ain;

1. Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dimana target
terencana 2 kali pembahasan Rencana Kerna dan Anggaran dan telah
terlaksana sepenuhnya dengan perseniase penyerapan anggaran sebesar
50.05% dan capaian kinena sebesar 100%.

2 Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan
telah terlaksana dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian
anggaran sebesar 78,52%.

3. Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang
diselenggarakan telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar
55 24% dimana hal ini disebabkan karena ada rapat yang dilaksanakan
secara daring akibat PPKM sehingga belanja bahan tidak dapat terserap
dengan sempurna namun secara kinerja telah terlaksa 100%

4. Jumlah kegiatan Pembinaan SOM Pengawas dan Kesekretariatan telah
terlaksana 100% dengan capaian anggaran sebesar 87.76%.

5. Jumiah Laporan Monitoring, Ewvaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Program dengan capaian anggaran sebesar 58.28% dimana hal ini
disebabkan karena ada rapat yang dilaksanakan secara daring akibat
PPKM sehingga belanja bahan tidak dapat terserap optimal namun secara
kinerja telah terlaksa 100%.

6 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
terealisasi sebesar 75.73% dan capaian kinerja sebesar 100%

7. Jumlah Laporan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran telah
lerealisasi sebesar 98 B4% dan capaian kinerja sebesar 100%.

8. Jumlah Laporan Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan telah
dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan realisasi sebesar 99.94% dan
capaian kinerja 100%

9 Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangan telah terlaksa 100% dan capaian
anggaran sebesar 95.88%.

10.Jumlah Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor teriaksana 100%
dengan capaian anggaran sebesar 94.96%.
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3.2.2. Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan
Masyarakat

Dalam perjanjian kinerja tertuang 7 (tujuh) indikator kinerja dan 8 (delapan)

komponen input antara lain:

1. Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan penggunaan anggaran sebesar
90.95% dan capaian kinerja 100%.

2. Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan
Pemilu/Pemilihan terealisasi sebesar 9866% dengan capaian kinerja
sebesar 100%,

3. Koordinasi Pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan anggaran yang
terserap sebesar 93.74% dengan capaian kinerna sebesar 100%

4. Fasilitasi, Koordinas: dan Pelaporan Bawaslu Provinsi lerealisasi sebesar
99.68% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

5. Evaluasi Pengawasan Pemiluw/Pemilihan dengan capaian anggaran
sebasar 67.17% namun capaian kinerja tetap sebesar 100% akibat dari
kegiatan yang dilaksanakan secara daring saat PPKM,

6 Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi terealisasi sebesar
96.01% dan capaian kinerja 100%

7. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik telah terealizasi
sebesar 91.32% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

8. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu
Partisipatif hasil piloting tersarap anggaran sebesar 93 67% dan capaian
kinerja sebasar 100%.

3.2.3. Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran,

Penyelesalan Sengketa Proses, dan Hukum

Dalam perjanjian kinerja tertuang enam {enam) indikator kinerja antara lain:

1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran telah
tertaksana dengan anggaran sebesar 97 81% dan capaian kinerja sebesar
100%.

2 Pembinaan/ Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemiluw/ Pemilihan
terealisas: sebesar 92.42% dan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Fasilitasi Sentra Gakkumdu terealisasi sebesar 0%. Hal ini disebabkan
oleh karena Pemilihan Kepala Daerah yang telah usai di tahun 2020 dan
di tahun 2021 hanya pelantikan calon terpilih, sehingga Tim Sentra
Gakkumdu juga tidak mengguanakan anggaran di tahun 2021 namun
secara l[aporan tetap ada sehingga bisa dianggap kinerja terlaksana 100%.

4. Advckasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan juga terealisasi
sebesar 0% namun hal ini berpengaruh positif karena tidak adanya
pelanggaran dan pidana pemiluw/pemilihan yang tenadi namun secara
pelaporan tetap ada sehingga bisa dianggap kinera ferlaksana 100%.

5. Monitonng dan Evaluas! Pelaksanaan Produk Hukum terealisasi sebesar
24 61% namun ada kegiatan yang terlaksana secara daring pada masa
PPKM sehingga capaian kinensa tetap sebesar 100%
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6. Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar 93%
dengan capaian kinerja sebesar 100%.
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BAB.IV
CAPAIAN REALISAS| KEUANGAN

Fenyerapan anggaran pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021
dengan Pagu Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Bali sebesar Rp. 25387.216.000,- Periode bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 23.030.442 595 - (90,72%), yang terdiri dan
Belanja Pegawai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.646 935000, - terealisasi
sebesar Rp. 7.273.117.863,- (95,11%). Belanja Barang dan Jasa dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 17.409.283.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.431.418.232 -
( 88.64%) Sedangkan untuk kegiatan befanja modal dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 331.000.000.- terealisasi sebesar Rp 325.906,500,- (98,46%).
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RAPAT PEMCAWASAM TAHAPAN PEMUKTAHIRAM DATA
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang
terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provins: Bali pada Tahun 2021,
sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokck dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Bali tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-
Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan
capalan rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang
telah mencapai rata-rata indikator sebesar 90,72% serta terdapat efisiensi
anggaran sebesar 9.28%;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2021 telah efektif dan
efisien;

3. Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya
dalam meningkatkan pengawasan Pemilu/Pemilhan sebagaimana yang telah
dipersyaratkan pada UU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peraturan
Pemerintan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang - undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

4. Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas, tetapi masih
adanya beberapa permasalahan, seperti Panwas Kecamatan, PPDK dan
Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoc).
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PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serla berorlentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ketut Ariyani, S.E., M.M,, M.H
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama : Abhan, 5.H., M.H
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan langsung pihak perfama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targel kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal targel kinera jangka menengah
seperli yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapian larget kinerja tersebul menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
avaluasi lerhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengambil lindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januan 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

£ i

i i

Abhan, S H., MH Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H
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PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI
TARGET
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA
(1) 2 @ 4 |
1. | Meningkatnya kelepatan Indeks Demokrasi 83,27
dan kesesuaian kegiatan Indonesia (Aspek Hak-
pencegahan dan hak Politik Variabel Hak
pengawasan pemilu, serta | memilih dan dipilih
peran sera masyarakat Indikator Hak memilih
dalam pengawasan pemilu | dan dipilih terhambat
partisipatif sera
ketiadaan/kekurangan
fasilitas sehingga
penyandang cacat tidak
dapat menggunakan
hak pilih) i
2. | Meningkatnya kualitas Indeks Demokrasi 89,64
penindakan pelanggaran Indonesia (Aspek
pemilu dan penyelesaian Lembaga Damokrasi
sengketa prosas pemilu Variabel Pamilu yang
babas dan adil Indikator
Metralitas
Penyelenggara Pemilu
dan Kekurangan dalam
perhilungan suara)
3. Terwujudnya kajian dan Indeks Kepatuhan Sedang
produk hukum serta layanan | Dalam Penyusunan
bantuan hukum yang Produk Hukum
muaﬁm i BT ’
4. Terwujudnya kajian dan Kualifikasi keterbukaan Informatif
produk hukum seria layanan | informasi publik
bantuan hukum yang
berkualitas
Terbangunnya sistem Indeks Sistem 1.8 Skala
teknologi informasi yang Pemerintahan Berbasis
tenntegrasi, efaktif, Elektronik (SPBE)
| ransparan, dan aksesibel

15 T T e



TARGET
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA
Meningkatnya kualitas SOM | Nilai Evaluasi Reformasi 65
| dan tata kelola organisasi Birokrasi
yang professional dan
sesuai dengan prinsip tata
pemerintahan yang baik, |
barsih dan moderm | B B il
Sasaran Strategis : Anggaran :
1. | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian | Rp. 1.860,120.000,-
kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu,
serla peran serta masyarakal dalam
pengawasan pemilu partisipatif
2. | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Rp. 252 240.000,-
pemilu dan penyelesaian sengksta proses
pemilu
3. | Terwujudnya kajian dan produk hukum sera Rp. 101.290.000 -
layanan bantuan hukum yang berkualitas
Terwujudnya kajian dan produk hukum sarta Rp. 44 020.000 -
layanan bantuan hukum yang berkualitas
4. | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang Rp. 138.878.000,-
| \erintegrasi, efeklif, ransparan, dan aksesibel
5 | Meningkainya kualitas SDM dan tala kelola |Rp.  8.088.513.000-
organisasi yang professional dan sesuai dengan
prinsip tata pemearintahan yang baik, bersih dan
| moderm o
Jakarta, Januari 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

. /?_f:.."
v

Abhan, 5.H., M.H

Ketut Ariyani,'5.E., M.M., M.H
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PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektf, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pade hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Selanjutnya dissbut pihak pertama

Nama : Ketut Ariyani, S.E., MM., M.H
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran peranjian inl, dalam rangka mencapai larget kinerja jangka meneangah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan
kegagalan pencapian target kinerja tersebul menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
dipariukan dalam rangka pemberan penghargaan dan sanksi,

Denpasar, Januan 2021

Pihak Wedua, Pihak Pertama,

m@ |
Ao, -

Ketut Ariyani, S'E., M.M., M.H Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.SI




PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

i ‘p@ﬁﬁﬁ Administras) Keuangan dan
Azt

PROVINSI BALI

(1) (@) (3 (4)

1. Meningkatnya kualitas Jumlah dasrah yang |1 Daerah |
pengawasan mengembangkan Pusal |
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Pemilu/Pilkada di Bawasiu Pengawasan Pemilu
Provinsi, Bawaslu Partisipatif hasil piloting
Kabupaten/Kota dan lembaga (PN)
pengawas pemilu Ad-hoc |

Persentase penyelesaan 100%
petayanan administras: dan
tugas lekmis lamnya
Bawaslu Provinsi dan '
Bawasiu Kabupaten/Kota

Persentase Pengadaan 100% !
Sarana dan Prasarana i
Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota

2 Meningkatnya kualitas Persentase 80%
pengawasan | Penyelenggaraan
penyelenggaraan ' Pengawasan Pemilu/Pilkada |
Pemiluw/Pilkada di Bawasiu | oleh Bawaslu Provinsi dan
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota dan
Lembaga Pengawas pemilu
Ad-hoc -

Rp 18 448 081 000, -

|



2 |Teknis Penyelenggaraan Pengawasan |Rp  6.938137.000-
Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kab/Kota seria L&m_l;n_rgu Ag-Hoc

Denpasar, Januar 2021

Pi Kedua, Pihak Pertama,

i ’ ! -

Ketut Ariyani, S.E., MM, M.H Ida Bagus Putu Adinatha, AP. M.Si
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PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pads hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : | Wayan Rissiko, 5.50s
Jabatan . Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : lda Bagus Putu Adinatha, AP. M.Si
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama benanji akan mewujudkan targe! kinena yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah dietapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan
kegagalan pencaplan targe! kinesja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil lindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Denpasar, Januar 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ao, - o—

Ida Bagus Putu Adinatha, AP M.Si | Wayan Rissiko, S.50s



PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI
WMEH N ATOR A 1A TARGET
NS { I ' KINERJA
W | (3) (4)
' , Munlngutnyl Efektifitas Jumiah Laporan 2 Dokumen
dan Efisiensi Layanan Penyusunan Rencana
Perencanaan Program dan | Kerja dan Anggaran
Anggaran.
Meningkatnya Kualitas | Jumish Pembinasn dan | 1 Laporan
Pengelolaan Keuangan, ' Pengelclaan BMN yang
BMN dan Ketatausahaan sesual dengan ketentuan
Kearsipan yang Akuntatel |
dan tepat wakty Jumlah Pembinaan dan 1 Laporan
i Pengelolaan
Ketatausahaan dan
| !Hamnmpanyﬂng
i | diselenggarakan
|
1 | Meningkatnya Kualitas Jumlah kegiatan 21 Orang
| Layanan Sumber Daya Pembinaan SDM
 manusia Pengawas dan Pengawas dan
 Kesekretariatan yang Kesekratanatan
Profesional.
' Terwujudnya Sinergitas Jumiah Laporan & Dokumen
- Pelaksanaan Program Kerja | Monitoring, Evaluasi dan
dan Anggaran Melalui Pelaporan Pelaksanaan
Kualitas Layanan Monitonng | Program
dan Evaluasi
[_ﬁhmnuhahwa Kuglitas | Jumlah Laporan 1 Lapcran
Pengelolaan Layanan Pembinaan dan |

| Administrasi Keuangan
yang Akuntabel, Cepat dan
| Tepat Waktu

Pengelolaan Administrasi |
Keuangan



SASARAN KOMPONEN

) TARGET
INPUT INDIKATOR KINERJA KINERJA
Meningkatnya Pemenuhan | Jumiah Laporan 1 Laporan |
Layanan Sarana Pengadaan peralatan
Administrasi Perkantoran fasilitas perkantoran ;
_MHnglr.um'ya Kualitas ‘Jumiah Laporan 1 Laporan '
Layanan Pemanfaatan Pembangunan/ renovasi
| Prasarana Perkantoran gedung dan bangunan
| Terwujudnya Kualitas Jumlah Laporan Gaji Dan 12 Laporan
| Pelayanan Dukungan Tunjangan
Operasional Kera | = .
Gaji, Tunjangan, dan Jumiah Laporan 12 Laporan
Pemeliharaan Operasional | OPerasional dan
| Waktu,

B A

1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 'Rp. 65.047 000, -

2 | Pembinaan dan Pengelolaan BMN Rp 37.115.000 -

3. | Pembinaan dan Pengelolzan Ketatausahaan dan  Rp. §.200.000 -
L IR

4. | Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Rp 104.571.000 -
‘5. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan | Rp. 44 020.000 -
| Program o . |

6 FPembinaan dan Pengelolaan Administrasi | Rp 101.690.000 -

_|Keuangan ==

7 Pengadaan peralatan faslitas perkantoran Rp. 10.500.000, -

8 | Pembangunanfrenovasi gedung dan bangunan Rp. 190.000.000,- |




8 | Gaj dan Tunjangan Rp. 2.587.711.000-

10. | Operasional dan Pemeliheraan Kantor Rp. 2941658 000 -

Denpasar, Januar 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

At W,L"

Ida Bagus Putu Adinatha, AP, M.Si | Wayan Rissiko, 5.50s
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PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : | Made Aji Swardhana, AP, M.5i
Jabatan : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ida Bagus Putu Adinatha, AP, M.5i
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran penanyan ini, dalam rangka mencapa farget kinerja jangka menengah
seperti yang ielah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan
kegagalan pancapian target kinena tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperukan sera akan melakukan
evaluas: terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Denpasar, Januarn 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

5 i @M__

Ida Bagus Putu Adinatha, AP..M.5i | Made Aji Swardhana, AP..M.Si



PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESIAN SENGKETA

PROSES PEMILU DAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI
1) (3) (4)
1. Meningkatnya Kualitas Jumlah Laporan 1 Laporan
Fananganan Petanggaran | Pembmaan/Pelaksanaan
Pemilu atau Pemilihan Pananganan dan
yang Transparan, Cepat Penindakan Pelanggaran
dan Sederhana.
Jumian Laporan Fasiitasi 1 Laporan
Sentra Gakkumdu
f e = L e —
Meningkatnya Kualitas | Jumlah Laporan 1 Laporan
Pelayanan Penyelesaian  Pambinaan/Pelaksanaan
Sengketa Proses Pemilu | Penyelesaian Sengketa |
atau Pemilihan yang Pemilu/Pemilihan '
transparan, cepat dan [
sederhana, |
|
2 Meningkatnya kualitas , Jumiah Laporan Advokasi i T[E::urun
Layanan Bantuan Hukum | Pelanggaran dan Pidana
dan kajian hukum Femilu/Pemilihan yang
i diselenggarakan sesuai
ketentuan
" Jumlah kegatan 1 Laporan
Monitoring dan Evaluas
| Pelaksanaan Produk
Hukum yang
disglenggarakan sesuai

ketantuan




1191.170.000,-

Rp.
Penindakan Pelanggaran -
2 | Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian | Rp. 59.370.000,-
| Sengketa Pemilw/Pemilihan _
| Fasilitasi Sentra Gakkumou Rp. 1.700.000,-
Advokasi  Pelanggaran dan  Pidana | Rp 1.700.000, -
Pemiluw/Pemilihan
Monitoring dan Evaluas: Pelaksansan Produk | Rp. 8 500.000 -
Hukum
& | Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Rp §3.080.000 -

Denpasar, Januar 2021

M"

Pihak Pertama,

(J=~-

Ida Bagus Putu Adinatha, AP, M.Si | Made Aji Swardhana, AP. M.Si
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PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Calam rangka mewujudkan manajemen pemerintan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta beronentas pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ni Luh Supri Cahayani, 5.50s. M.AP
Jabatan - Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu
Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targe! kinera yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sepertt yang telah dietapkan dalam dokumen perencanaan Kebechasian dan
kegagalan pencapian targel kinerja tersebut menjad| tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinena dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pamberian penghargaan dan sanksi
Denpasar, Januan 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

lda Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si Ni Luh Supri Cahayaiy, 5.50s. M.AP



PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

1. Meningkatnya Kualitas ' Jumlah Laporan 1 Laporan
Penyelenggaraan | Pengawasan Pemilu |
Pengawasan Bawaslu | Partisipatif
Provinsi dan Bawasiu
Kabupaten/Kota yang

‘sesuai  dengan ' Jumiah Laporan ' 1 Laporan
ketentuan - Pembinaan/Penyelen

ggaraan Pengawasan |

dan Supervisi

Pengawasan

| Pemilu/Pemilihan

| Jumiah Laporan | 1 Laporan
Fasilitasi. Koordinasi |

dan pelaproan |

Bawaslu Provinsi

" Jumiah Laporan | 1 Laporan
Evaluasi

' FPengawasan
Pemiluw/Pemilihan .

PN Jumlah daerah yang 1 Laporan
mengambangkan
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan
Pengawasan Pemilu
Partimpatif hasil
piloting




Terwujudnya Data dan Jumiah Pengelolaan 1 Laporan
Informasi di Bawaslu yang | dan pelayanan data |
terpadu dan terintegrasi dan informasi publik

yang tersadia

Rp. 180.580.000 -
Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan | Rp 154 025.000 -
Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan -
Koordinasi Pengawasan tahapan | Rp 106 568,000 -
Pamilu/Pemilihan
Fasilitas, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu  Rp 1039641000

Provinsi

Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Rp. 122.100.000 -
Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan | Rp 44,020,000 -
Dokumentasi

Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Rp. 138.878.000 -
publik

Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan | Rp 184.000.000 -

Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting




Denpasar, Januan 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

W"

Ida Bagus Putu Adinatha, AP.M.Si  Ni Luh Supri 5.S0s. M_AP
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37 AHHETUS 28 AUDIENS] BAWASLY BALlI DENGAN PHEKRI DAN GHKI
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BAWASLU 4, >
PROVINS| BAL KESEPAKATAN BERSAMA Phpng vt
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINS| BALI
DENGAN
MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI
TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWAS| PEMILU DAN
JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)

NOMOR : 038/HK. .02 00/F._BADS2021
NOMOR - 005/SHE/MDA-Prov Bali/ld/'2021

Pada hari ini Jumat tanggal 10 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu. yang beranda-tangan di bawah inl, Masing-masing

1 KETUT ARIYANI, SE. MM, MH. Kelua Badan Pengawas Pemilinan

Umum Provins: Bel dalam hal inl bedindak untulk
dan atas nama Badan Pengawas Pemilinan Umum
Provinsi Ball, berkedudukan dan berkanior di JI
Prof Moh Yamin, Na 17-18, Renon, Denpasgar, Ball,

sefanjulnya disabul

e PIHAK, PERTAMA

2 IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET, Bandesa Agung
Maehs Desa Adst Provinsi Bal, dalam hal i

berdindak untuk dan atas nama Majslis Desa Adail
Provinsi Bali, berkedudukan dan berkantor di JI. Cok
Agung Tresna No 67, Sumerta Kesod, Kec
Denpasar Tinur, Kota Denpassr, Ball se@nuinys
disataul

——————— PIHAK KEDLIA - '

Scanned with CamScanner



MAKSUD DAN TUJUAN .

(1) Msksud Kesepskatan Bersama ini uniuk meningkatkan partisipasi q

Masyarakat Adat (Krama Desa Adat di Bal) dalam pengawasan Pemilu. '

dan Pemilihan sebagal kerasama dalam mewuludkan Pemilu dan

Pemilihan yang banntegrilas,
(2) Tujsan Kesepakatan Bersama ini unluk meningkatkan sera membing

hubungan kelembagaan antara “PARA PIHAK™ dan menjaga keutuhan,

kelastanan seria martabal Desa Adal dan stabilitas dalam masyarakat

serts mendukung suksesnya penyelanggarean Pemilu dan Pemilihan

yang berkualitaz, bermartabat, dan berntegritas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Kesepakatan Barsama mencakup
(1) Wiaysh kera atau wewidangan Majelis Desa Adat  Provinsi
Kabupatan/Kata, dan Kecamatan se-Provinsi Bali;
{2) Peningkatan Pendidikan Pangawasan Parbsipatif Pemilu dan Pemilihan

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN
“PARA PIHAK" akan mengsiur dan menentukan pe'aksanaan Kesepakatan
Bersarma inl datam Penanjian Kenasama

Pasal 4
PEMBIAY AAN

{1} Pembiayaan yang tmbul sebaga: awibat dan program Kesepakatan
Bersama ini, dibebankan kepada "PARA PIHAK"

Scanned with CamScanner



Pembayaan sebagsimana dimaksud dalam ayat (1) skan diatur dan ~.
diuengkan dalam Peranjian Kefjasama yang akan disusun lebih lanjut o
dan ditandatangani oleh “PARA PIHAK"

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1} Kesepakatan Bersama ini berlaku salama 5 (lima) tabun, terhitung segak
dtandatangani:

(2] Kesepakatan Bersama ini dapal diperpanjang, stas parsetujuan “PARA
PIHAK™

(3] Porpanjangan, Kesepakatan Bersama ini disampalkan selambal-
lambatnya B (enam| bulan sebeium Kesepakatan Bersama i berakhir

Pasal 6
PENUTUP

(1} Kesspakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh “PARA PIHAK™
dalam rangkap 2 (dus), masing masing bermaterai cukup dan memilik
kekuatan hukum yang sama dan masing-masing plhak memegang
ashnya

2] Jiks dianggap perfu, Kesepakatan Bersama ini dapal dgihentiken alau
diubah dan dievaluasi setiap saal atag perseiujuan "PARA PIHAK"

Demikian Kesepakalan Bersama mi dibugl dengan sebenamya oleh “PARA
PIHAK", dalam keadaan sehal rohani dan jasmanl tanpa ada unsur tekanan,

penipuan, alaupun paksaan aan pihak mana pun

_PIHAK PERTAMA, A7 s, PIHAK KEDUA,

Scanned with CamScanner
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BAWASLU . =

" Sy

PROVINSERALL  PERJAMJIAN KEFRIASAMA 'ﬁ%m‘.ﬁ'
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIMAN LMUM PROVING] BALI
AN

MAIELIS DESA ADAT PROVING BALI

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOOROINAS! AWAS! PEMILL DN
JAGA FRLKADA {GEMA SIWA FLLIA)
Blomor . A0 02, 00 BANYINZS

Hamar ; DITESPMDA-PROV, BALLUDUI0

Prin ha ini Jymeal tanggal 10 Bulss Sepiemsbor Tatwr Dus Rt Dua Puloh Sahy

batampal d Denpasar; iy bertanda Laysgan dibawal i

1. KETUT ARIYANI, 5.E MM, Kelus Bacan Pergowes Pomithan Umum

BH Provins: 8al delom hal in beriingak ik des

alas pame Baden Pergawas Pomiingn Liruem
Prosieal Bisli, bmkadusekan dan betkanine i
di Prot Yamin Nomor 17.19, Raron, Kol
Oufinema, Bak slaniiye dee

- BIHAK PERTAMA
I DA PANGELINGSST AGLUWNG .nmmmmm|m
PUTRA SUKARET Mﬁn“hmmmm

Crannda dengan CamScannes



>

mwM'mmmm-mm soina besama-

mmuh@mrmm-mmtmwmm

-lmmwwmumw

8. Bowasks Provinsi Bak adaish Badan Pengawss Pemiy yang ssianjuings
diisbut Bawesly berdesarkan amenst Undang-Undeng Momer 7 Tahun
297 lentang Pemitwn Umum manupsisn Lemhaga penysinggara
Pemili yarg mengswos penvelengpaman Famil o eslundh wilsyah
Negars Kesstar Republh indocesa. Rader Pengmens Pemiu Proviesi
Fang seianpAnya dastil Beeasiu Provieg sdalah Bazan pang mesgewdsl
pafyalsngoarnan Pemiks of wisysh Provng: dan
b Maslis Dass Adol sdslsh seanjulnye disngkal MOA Berdessrkasn

Feratuan Duersh Provine Bak Momor 4 Tahun 2098 tontang Desa Adat O
Bal sdsish porsauan (Packian] Dess Asal & fingksl Prowingi,
Kabopaten®iots, dan Wecamatss socars badenjang yang memiii tugas
mw-m‘m-ﬂmwmnm
mﬂmmmwd-wmmﬁmm.
parimbangan, pembinasn, penafsras, dan beputusan bitang odal, radis,
mmwmmwmﬂwmuhmlm

“PARA PIHAK" bersepshal wich melgksan Aedqasama dpsem Gerakan

mrmrmummmumnmmm

(GEMA EFVA PLLIA|. yang dair dafam kolamtuan ssbagal b

Passl 1
BARSUD DA TUULAN
(1]  Maksud Pesjangan Kefasama ini unluk
8. Peningeatan pariisiasi Masysrakat Adsl {Krama Dess Adet o Bail)
hmwtnmmmFﬁu
dan Pemikhan yang bonningring
b Tefagenys olonomi Dess Ads) can  kKonfik iSpeniingan  datam
panpeerggsEan Femiu dan Pemilhan
c himmnﬂhmmmm
Ader [Krama Dosa Adat o Bai} dan

Dipirdla dengan CamScannar



9 Medngkaten hubungan kedasama kelembegean animm “FARA
PIHAK® melsiul peestinasn, pemddian, dan pelaiihan, sepads
Masyurakat Agat {Krama Daa Adat & Ball) dsiam swaueken bapas-
tugss BHan Pergowss Pemiffan Umirs Proving sl ik
mangawaki Femil don Perukhan

W Tujuan Perenjern Kerjassme inl untus

& Mennghatkon ses membna huburgan ksembagEan s “PARA
PRHAK® dan menjaga keulubar, kelestarian, den kebcemiian Dess
Adul, SINOMAL sartn mondukung wkseiryn peryelenggaraan Pemiy
dan Permithan pang beriuaitss, tormainbat, dan bormmgrbes:

b Mendarong Masyamkot Atel (Krame Desa At & Bai} & Provins Bab
melalcin pergawaisn partspaii! dalam prosss pelnksanadn Py
dan Pemishan

B Mennguatin peran sans Masyarniat Adal [Mrams Desa Adal & Bab)
i Bl urhuk Jerilat deiom proses Pervil dan Femdinan, dan

d. Maningiafaan pemabscnn don kedodarsn Masyaraksl Adst (Kravna
Diesa fadal o Aalll dolem manjaga marsbat Dass Adat o Bal.

Pasai B
RUANG LINGKLUP
Riang inghup ke sams yang disiur dalam Pejanjan Kere Sems ini melpus:
(1 WayBh #aU wiwidergen Koffa Mapeis Desa Adal ingkal Proulsi;
{2l Pennghatan Pendidkan Pongawsasn Parbsipas! Pamils dan Pemihan,

Posal 3
EEWAJIHAN PAR A PAK
(1) Eewsijtian "PIHAK PERTAMA" |

i mmﬂmmmmmm

L] Mmmn:—nnmdwmmm
Gama Shea Puia;

=1 MMHMMM'MW“E&_
Eiwa Puia

d.  Melakukar monfaring, pambinaan, dan ovaluast dan

Dwpindal dangan CamSeannr



# Dolen meliksaegbon Gems S Pujs yang mebbeilan Desa Adsl

“PHAE PORTAMA™ wajd: ritationn “PIFAR KEDUA",
@1 Foremjisan “PEIRK HEDUA®

& Aendorong peftsioes alif Makis Desa Adsl & semua ingsaian dan
Ay srnboad Syl [t Dasa Acal & Bl dalam progrem Gomas S
Fign;

b Mafpukisshan program don sogisan Gema Skea Pua;

o Mafhalen “PRMAK PERATAMA™ dalam kegalan yang maslusLng
proghi Cmme Sram Puga;

d  Majegs coromi Dees Adel den  eonfih  epeningan  dalsm
peTrEangaTaEs Pendy dan Pesdisan, dan

e Nsinkuian mondoncg, pembingan Sun evRkes

Panal 4
TaAMOC NG JANMAR
“RARA PIHAM® sartangoung rwab teadan progo= Gama San Puja;

Pasal &
HAE "FARA PIHAR
(1] "PARA PIHAH® bahas ssodmsfien nfomms el masng-mesisg
Larisags telnl lmemasd dnnTas yang Gk ecaian
@ CPARA PIHAR® bemdl Mmembiinn METUEDn Bmadsp forseenggarunye
program das kegsan it Goma Swe Fusa,
(¥ SPHAK KEQDUA" borhal mendepalicen pewihen kel pengewesan

nartE e
{4) “PARA PIHAR" dopot melsh sarakan sovsines mird i paegprensan

panisipaaf

Pasald
PELAKSANAAN KEGIATAN
Panercansan dan banhil wegiatin Gma San Pua sbagel i |
(1) Sovisbsast dalem benhis patigbager. alay Saiam etk S0 satetan ain
{2 Rapol Koomdinas) snies "PARA PRUAK",

ipndal dangan CamSoannet




a

]

15

Ll

2y

L

Pumihen ata Himbingan Tekna indad Gems. Sive Puls mengacy poda
karskioristin Dnsa Adai yang s o Prewies Bl

Pobbkcani dalam beniva vides, podces. pemterisan meds cwish dan
ek i aeiln media linmm dilakuasn cles “PRRA PIHAK®

Paan| ¥
PEMELLY AAN
Pembinyaan yang fmbul sebegai sbat dar kopoken dalsm Perarion
Firpmama in, ditsbarian kepeda “PIHAK PERTAMA™
hm-dunmhm%mmmmm“
"PIHAK PEATAMA"

Fosal @

JARGHA WAKTU
Patjssjion Kejmsams il bwishy ssirsa § (ima) fmren, wniseg ssis
Parjanjian Hajassma | diandalongani peds enggal Sepuluy  Bulan
Sepiambe, Tafwn 5001 eampal dengan teagped Sepuish, Bulin Sepiember
Tohim 2026
Pefarjinn Kerasama inl dapnl Spemayeng. diubah, olas diakhil sebep
witkiu sins persenguan “PARA PIHAK® megis pembermishuan wecam
‘eriuiiz pleh salsn sad) “PEHAR kipads “PIHAK® nrvya:
fpngoihinan Porjanfan Moraalesn ssSagernans Smpsed pads Pesal &
oy (Z) inl berakw efcilil seele® adamcym segspakstan sriara “PARA
PRHAK",
*PARA PIHAK® sapakal unhix mangeanmeingian Pasal 1266 Hilab Lindang-
undang Huklem Perdan ioven® syoral diperiknreryn Pulsan Pl
dalam panjakiean pore e

Pasal 8
HAK HEHAYAAN INTELEWTLIAL
Hax Kekayaan Intslskiual bans yang $mbyl akibal pelaksanann Feranjun
Karnearsa ini meejad] milk "PARA PHAK® bamasarkan korfrbonl masieg-
maLing “PIEAK"

Digendal dengan CamScannar
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Hm“mmﬁm%mn
m"ﬁﬂﬂm*mmﬁnpdmﬂhhmm
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Pasal 10

HERAHASIAAN
wwmmmmmﬂmw.
thwmmmhﬂm
kenssama ini, kecush informasl yeng sitsteys suden ditahui sioh mum
At sepantryn diaceguiken sebagal inforvasl yang dapm detahui oiah
Manyarnkal Las alau baties i kuiomusn persron perndsng-undangsn
lanpa adanya poleggeran dan KeERiUEn kerahaslaon dolss Pedssian
Kevjatama ini, davstss dippanitkan, dikocunkkan aisi diwagbkan oloh
mlﬂmmmmmmm-
“PARA PIHAK" tidak akan membuks komhosmnn sebaguimona dmaks.d
pada ayul (1] passl ini kepada phak Win M por, anea penssoan e
dan “PIHAK™ isnnya:
mmmmnmmnmmm
“PARA PIHAK", meskipun Penanfan Kanassma ini berakhie

Paxal 11
EWALLIASI

Evaumsi o pelsksonoan Peranisn Kenasers i wojb dinksanokan secara
penadk paling secih | (saiu} kab delem 1 (salu) tahun den dapet diakukan
axnliias ssiiap s ofab “PARA PIHAK®,

Paszal 12
PENYELESAIAN PERSELISHAN

Apstila i ceism palakaanaan Fergnflen Hedssara nl imbul peeebsihan,
“FARA PIHAK® sepalor! unich menyslesakannya secam musyewonh ik
rresncera morfishat

D demgan CamScarnoer



Fasal 13
FEADAAN MEMAKSA (FOWCE MAURE)

i mmmlmamummm- L
M), dapst diperamEangkon kerurghingn perubonan tempat dan weht
m“mwmﬁmm

(21 Yang isemasuk fevce majus adalah -

& Bencana glam:
b mmmmm:m
2 Eihsm lar yarg digtapkan olsh Pemannish

Paunl 14
LAM-LAIN

{1 Prldmm“uuhwﬂhm-pmn-hﬁim
matue kermudian sebigasi tambahan [sooentum) yang dsecakall oinh “PARA
mmmmmnﬂmmmlﬁm
dan pevjamfiae ind;

(2} Dalen hal ferdepsl seleniuen yang berlontengan dengan peraturan
parundang-undangan seletah diandamnganina Peranjian Kenasama ini
yang mawnebbabkan kelanfssn terssbul menjach lidak beviaki, maks hal
m-mmmum&mhmmﬂnm
kirja sama inl,

3 mmmmmmnmw
wan dalur bamutian alen “BARA PIHAK"

Pasal 15
PEMUTUP
(1} Penanjin Kegjassmas ini dibual tan deancatangani olsh “PARA PEHAK"
dalam ranghap 2 {cus) dan maesing-masing beraleral cukup seris mamisk)
hmmwumm-ﬁumn-mw
) Penanjian Kerdassma ini mulei berliku sejak dtandatangan]

Dipinclai dengan CamScanne:



Domikian Pecjangan Kermsama s dibug| @engan sHbsnamyn e dengan
dehgon it bois, dolam keadaar sshat mhani dan jaeran, noa Bds unsul
Paksann, paEipuan. alou pun kanan dar phel Mana pun sk dpabue dan

tifsknanakan cieh “FARA PIHAK",
PHHUAK, PERTAMA PiHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIMAN LU wnmmmmiﬂﬂ
3 -

5‘) _5'11. « . PROVINS] BALY

Cxgindai dongan CamScannat
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BAWASLU
PROVINSI BALI
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVING BALI
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAMN MASITIMAL
TENTAMG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor 2 005 AVHK.02.00/K. BADS2021
Nomar 7 OSELANI=/UINDVIXC202

Pada harl inl, Senin tanggal enam bulsn September labun dua rbu dua puluh saiy
{06 — 09 — 2021), bartampat di Denpasar yang bertanda tangan & bawsh mi:

1. KETUT ARIYANI, 5.E. MM., MH.. Kstus Badan Pangawas Pemilinan Umum
Provinsi Bali dalam hal ini bertindak uniuk dan alas nama Bedan Pengawas
FPomé@han Limum Proving Bali, berkedudukan di Jalan Prol. Moh. Yamin Momar 17-
18, Renon, Denpasar Selatan, Kola Donpasar, Bali, selanjutriya disebul PIHAK
PERTAMA;

2 Prof. Dr. NYOMAN SR SUBAWA 5T, 5.50s, MM, IPM., Reklor Uriversiias
Pandifikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan ales nama Lnivemias
Pandidikan MNasional, berkedutukan di Jalan Bedugul Nomor 39, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Ball, selanjutnya disobut PIHAK KEDUA



Untuk selanjuinys PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disabut sebagai PARA PIHAK dan secara sendin-sendini disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan dangan inl sspakat dan setuju mengadakan kefa sama
mwmmmmwm
Dharma Pergurusn Tinggl, melaiui Nota Kesepahaman yang distur dalam keleniuan

sebagal barkut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Meksud Note Kesspahaman Inl untuk Pengembangan Program Pengawasan
Partisipatif dan Penyslenggaraan Trl Dharma Parguruan Tinggl;
(2) Tujusn Mols Kesspahaman inl adalah:
8. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK,
b. Mendukung suksesnys penyelenggarsan Pemilu dan Pemilihan yang
berkualitas, bermartabal, dan bernlsgritas; sena
e. Malaksanakan dan maeningkatkan Panyelenggaraan Tri Dhamma Pergusuan
Tinggl.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup MNota Kesepaharman inl mencakup paca;
(1) Peningkatan pongawasan parfisipatll Pemilu den Pemilihan;
() Karjs sama dalam Kegiatan Merdaka Belajar-Kampus Merdekas;
{3} Pandidikan;
{4) Panalitian;
{5) Pengabdian kepads masyarakal, serta
{8} Bidang-bidang lain yang disapakall oleh PARA PIHAK sapanjang lidak
berdantangan dengan kelentuan yang bersku di masing-masing PIHAK.



Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK aknn mangatur dan menentukan pelaksanaan dar Nota Kesepahaman
ini dalem Perjanjian Kera Sarma.

(")

2

L

@

Pasal 4
PEMBLAYAAM
Pambioyaan yang tmbul sebagai akibat dasi kegiatan dalam Nota Kesepahaman
inl, dibabarkarn kepada PARA PIHAK; dan

Pambigyasan sabageimana dimaksud dalam ayat (1) skan distur dan dituanghkan
drlam Parjanfian Kerja Sama yang skan disusun lebih tanpt dan ditandstangani
oleh masing-masing PARA PIHAK.

Panal 6
JANGHA WAKTU

Modn Kesapahaman inl barlaku untuk Engka wakiu 5 (lma) tahun, i8rhitung sejak
ditandatangani dan dapal diperpanjang atau diakhini berdasarkan kesepakalan
PARA PIHAK; A
Dualarm hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhirl Nota Kesapshaman
ini sebalum |angka wakiu berakhir, maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri
Mota Kesepahaman ini wajibh memberitshukan secara lertuls kepada salah satu
PIHAK paling lambat 3 (tiga) buian ssbalum Meta Kesepahaman ini disihiri; dan
Dalam hal Nota Kesepahmman ini berskhir den fidak diperpanjang lagl ateu
diakhir karena permintaan fertulle, maks pangakhiran Nota Kasepahaman ini
fidak menyebabkan barakhimya perjanjian yang telah dibusl berkaftan dengen
pelaksanaan Mota Kesepahaman Inl sampai selesainya seluruh hak dan
kewajban masing-mesing PIHAK sebagaimana diabs dalam perjanjian kerja
BAME



Pasal &
PEMUTUP
(1) Perubahan atas Mota Kesepahaman inl depat dilakuken berdasarkan
kesapakatsn lerulis PARA PIHAK
(2) Hakhal yang belum dialur dalam Mots Kesepahaman ini aken dighur dan
ditetaphan kemudian dalam addendivn yang dsepakatl secarn feruls olah
PARA PIHAK sera marupakan bagien yang fidok ferpaahbkon dan Nols
Hasepahamun nt

Nats Kesepahaman ini dibual dan dilandatangani pads had dan tangged nebagaimana
tersebul pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, st dalam rangkap 2 {dua)
masing-masing diberl metarai yang cukup dan mempunynl kekuatan hukum yang
sama seteiah ditandstangani cleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL



[ |

BAWASLU

BohTibdn P ol i A T b

PROVINSI BALI

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor

: 035.B/HK.02.00/K.BA/0S/2021

Momor

- 579a/l-2/IFHIS/NX/2021

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu,
(06 — 08 — 2021), bertempat di Denpasar yang bertanda tangan di bawah ini;

1. KETUT
wm. Bqu
M.M., M.H.

2. Dr. NINYOMAN
JUWITA
ARSAWATI,
8.H., M.Hum,

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
dalam hal ini berlindak untuk dan atas nama Badan
Pengawas Pamilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan
di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19 Renon,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Hukum dan llmu Sosial Universitas
Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan
alas nama  Universitas Pendidikan  Nasional,
berkedudukan di Jalan Bedugul Nomor 39, Sidakarya,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Ball, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA



Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

(1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;

(2) PIHAK KEDUA adalah Universitas Pendidikan Nasional adalah Lembaga
Pendidikan Tinggi yang berada di Kota Denpasar Provinsi Bali. Salah satu tugas
lembaga perguruan tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
dengan ikut serta melaksanakan pengawasan partisipatif untuk menyukseskan
pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Provinsi Bali yang
berkualitas, bermartabat, dan berintegritas,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengembangan Program
Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggl®,
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

a. Meningkatan partisipasi PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilu dan
Pemilihan sebagai mitra kerjasama dalam mewujudkan Pemilu dan
Pemilihan yang berkualitas, bermartabal, dan berintegritas;

b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada masyarakat;
Mengembangkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan

d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara PARA PIHAK
melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan, kepada masyarakat dalam

mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.



(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK
mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang
berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

b. Memberikan kesempatan pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka dalam rangka Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
khususnya pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa:

€. Mendorong PIHAK KEDUA melakukan pengawasan partisipatif: dan

Meningkatkan peran masyarakat di Bali untuk terlibat dalam proses Pemilu
dan Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini dilakukan pada;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan:

Kerja sama dalam Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka:

Pendidikan;

Penaslitian,

Pengabdian masyarakat; serta

Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan antara PARA PIHAK dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sosialisasi dalam bentuk seminar atau kuliah umum:;

Rapat Koordinasi antara PARA PIHAK:

Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait pengawasan partisipatif;

Praktik kerja/magang; dan

Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak dan elektronik
serta media lainnya dilakukan oleh PARA PIHAK.



Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program
Pengawasan Partisipatif:
Menyediakan sarana dan prasarana yvang dibutuhkan pada Program
Pengawasan Partisipatif:

Parlisipatif: dan
Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait Program Pengawasan
Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA-

Melakukan sosialisasi dan seleksi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan
magang mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada
institusi PIHAK PERTAMA

Menyelenggarakan kegiatan berupa seminar akademik, lokakarya,
bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya yang mendukung Program
Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka:
Menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b;
Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan
Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: dan

Menerima masukan dan saran PIHAK PERTAMA terkait Program
Pengawasan Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA.

Mendapatkan infarmasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk
informasi yang dikecualikan;

Memberikan masukan lerhadap terselenggaranya program dan kegiatan
terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif; dan

Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif,



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Hak PIHAK KEDUA:

a. Menempatkan mahasiswa untuk mengikuti  kegiatan magang yang
mendukung pengembangan Program Pengawasan Partsipatif dan Program
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

b. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk
informasi yang dikecualikan:

¢. Memberikan masukan pada PIHAK PERTAMA terhadap terselenggaranya
program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan
Partisipatif dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

d. Mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatil dari PIHAK
PERTAMA; dan

e. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

Pasal 6
PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja
Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK;
Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada
PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK:
PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka
waktu perjanjian kerjasama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk
addendum;
Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini
sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri
Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah
satu PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini
diakhiri; dan



(4)

(1)

2

(1)

(2)

(3)

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam
pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing
PIHAK;

Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini
akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat
dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain_ atau milik bersama
dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN
PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan
keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau
sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai
informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari
ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan atau disyaratkan,
dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran
dasar masing-masing PIHAK:
PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, lanpa persetujuan tertulis dari
PIHAK lainnya,
Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat
PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.



Pasal 10
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara
periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat,

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau (force
majeure), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu
pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK:
Yang merupakan (force majeure) dalam hal ini adalah:
a. Bencana alam;
b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
¢. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
PIHAK yang terkena keadaan memaksa vyang mengakibatkan
ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam
perjanjian ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa yang dilengkapi
surat pemyataan dari pihak yang berwenang; dan
Apabila keadaan memaksa terjadi terus menerus selama 60 (enam puluh) dari
berturut-turut, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau ulang perjanjian Kerja
Sama ini.



Pasal 13
LAIN-LAIN

(1) Perubahan dan atau yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan
diatur kemudian sebagal tambahan (2ddendum) yang disepakati oleh PARA
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini:

(2)  Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama inli yang
manyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak barlaku, maka hal tersebut tidak
membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan

(3) Segala perubahan dan atau pembataian terhadap Parjanjian Kerjasama ini akan
diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP
(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeteral cukup dan memiliki kekuatan
hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaky sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarmya dan dengan itikad baik,
dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau
pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan olah PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PENGAWAS PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

ERROVINSI BALI UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

ll-.*.ij,“-

KETUT ARIYARL, 5.E.. M.M.. M.H. Dr. NI NYOMAN JUWITA ARSAWATI, S.H.. M.Hurm.
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BAWASLU e

PROVINSI BALI T

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DENGAN
UNIVERSITAS NGURAH RAI
TENTANG

FENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Momaor DESYHE 02 00/ BAM 0202

Momer STOIUNR/ 2021

Pada hari ini, Sabtu langgal tiga pulub bufan Oklober tahun dua fbu dus puluh satu

(A0 =10 - 2027), bertempat di Badung yang berianda tangan di bawah ini:

| KETUT ARIYANIL S.E., M.M., M.H., Ketua Badan Pengawas Pemiihan Umum
Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pangawas
Pamilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Praf Moh. Yamin Nomor 17-
18, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali salanjuinya disebul PIHAK
PERTAMA,

2 Dr. NI PUTU TIRKA WIDANTI, M.M., M.Hum, Rekior Universitas Mgurah Rai,
daiam hal ini bertindak uniuk dan atas nama Universitas Ngurah Rai, barkedudukan
di Jalan Kampus Ngurah Rai Nomor 30, Panatih, Denpasar Timur, Kota Deenpaser,
Bal, salanjutnya disebut PIHAK KEDUA
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Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disgbul sshagai PARA PIHAK dan secara sendin-sendin disebul sebagasl PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakot dan sefuju untuk mengadakan kana
sama  lentang Pengembangan Piogram  Pengawasan Pamsipatil  dan
Penyalanggaiaan Tr Dharma Perguruan Tinggi, matalu Nota Kesapahaman yang
dituangkan dalam kelentuan sebagai barkut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud MNota Kesepahaman ini untul Pengembangan Program Pengawasan
Partisipall dan Penyelenggaraan Tl Dharma Perguruan Tinggi;
(2) Tuwuan Nota Kesepahaman ini adalah
a. Meningkaikan serta membira hubungan kelembagaan antara PARA
PIHAK
B Mendukung suksesnya penyelenggarasn Pemilu dan Pemilihan yang
Bt kisaldas betmadtabal, dan benntegrrlas sera
£ Mutaksanakan dan memngkatkan penyeenggaraan Tr Dharma Perguruan
Tinggn

Pasal 2
RUANG LINGHUP
Ruang ingkun Nota Kesapahaman o mencakup poda,
(1)  Penmgkatarn Progoam Pengowasan Partisipabl Pemilu dan Permiliian
(&) Peandidikon
(3 Poamellan
(4] Pangabduin masyasakal, serin
15 Bodang-bidang lain yang dsepakall olsh PARA PIHAK sepanang fidak
Lertenlangan dengan ketenluan yang Berlaku 3 masing-masing PIHAK
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Pasal 1
PELAKSANAAN KEGIATAN
PARA PYHAK sk TTROQIIT Wik etk gieiukosatisng da Meta Fagepab.aman
B elialmnn ) rajune Homi i Sowes
Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Pombiayaan ¥ang mbed sebegai akibat dan keginten dalam MNots Masagiabhaman
" dibebankan kepada PARA PIHAK dan

(<] Pembiaysan sebagaimana dimak sud dalam ayat (1) akan diatur dan ditiangkan
dalam Poranjian Karja Sama yang akan disusun labih ianjut dan ditandatangan
cieh masing-masing PARA PIHAK.

Pazal §
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesapahaman ini beriaku uniulk jangia waktu 5 (lima) tabun, lerhitung sejak
dilandatangan| dan dapal dipsrpanjang atau diakhin berdasarken kesapakatan
PARA PIHAK,

{2} Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mangakhiri Neta Kesepahaman
ini sebolum jangka wakiu berakhir, maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri
Mola Kesepahaman ini wajib memberitahukan sacara lernubs kepada salah saty
PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Naota Kesepahaman ini diakhiri. darn

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini barakhir dan tidak diperpanjang lagi atau
diakhiri karena permintaan tertulis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini
lidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang talah dibual berkaitan dengan
pelaksansan Nola Kesepahaman inl sampal selesainys seluruh hak dan
kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diajur dalam perjanjian kerja
SEIMA.
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Pagal G
PENUTLIP

{1 Ferubahan atys Mila Mosapabaman M gt dilakeusan Colf i s ke
:.-l"l'l"":.lélhullﬂh rl"ll"llﬂlll. PA“‘ PlHA“ 14F

(£l Habhal yang belum dalur dalam  Nota Kasapahaman ni akan diatiur dan
dimtapkan kemodian datam addendum yang disepakall socars lerfulls oieh

PARA PIHAK serta Murupakan bagisn yang tidak tarpisahkan dan Mot
Kesapahaman fm

Nota Kesspahaman ini diuat dan ditandala ngani pads hari dan tanggal sebagarmana
Iersabit pada bagian awal Nota Kesapahaman mi, dibual dalam rangkap 2 (dua)
Mmasing-masing diber melerai yang cukup dan mempunyal kekustan hukum yang
sama selelah ditandatangani oleh PARA PiHAK
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAJ
TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Momor DT O 02 00/ . BA1DI 20921
Flomor 1158F/PPe/UNRX /2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu
(30 — 10 - 2021}, bertempat di Badung. yang bertanda tangan df bawah ini:

1. KETUT : HKetua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provins Bali
ARIYAMNI, 5.E., dalam hal ini beftindak untuk dan atas rnama Badan
M.M., M.H. Pengawas Pamilthan Umum Provinsi Baill, berkadudukan

di Jalan Prol. Moh, Yamin Nomor 17-19 Ranamn,
Denpasas Selatan, Kota Denpaszar, Bali selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA:

2. Dr. NYOMAN ¢ Direktur Program Pascasajana Universitas Ngurah Rai,
DlAH UTARI datam hal ini berfindak unluk dan atas nama Program
DEWI, A Par., Pascasarjana Liniversitas Ngurah Ral, berkedudukan di
M.AP, Jalan Kampus Ngurah Ral Namor 30, Panatif, Deanpasar

Timur, Kota Denpasar, Ball, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA
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Sedanpinga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara barsama-sama disebut
sebaga PARA PIHAK dan secara sendin-sendin disasul PIHAK

FARA PIHAK terfehih dabuly mensrs rgkan hal-hal beriut
(1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pangawas Pemilihan Umum Provins

Ball yang berugas mengawasi panyelenggaraan Pemilihan LUmum dan
Pemilihan di wilayah Prowvinsi Bak;

{2} PIHAK KEDUA adalah Program Pascasarjana Universitas Ngurah Ral adatah
Lembaga Pendidikan Tinggl yang berada ol Kota Denpasar Provinsi Bali. Salah
salu tugas lembaga perguruan Lnggl adalah melaksanakan Tr Dharrna
Perguruan Tinggl, dengan ikul serta melaksanakan pengawasan partsipatif
itk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilian di Wilayah
Provinsi Ball yang berkualitas, bermartabal, dan berinlegritas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersabut di atas. PARA PIHAK sepakal wuntuk
mengkatkan diri dalam Perjanjian Kerla Sama tentang “Pengembangan Program
Pengawasan Parlisipatil dan Panyelenggaraan Tr Dharma Perguruan Tinggi®,
dengan syaral-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagal bearkut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud dari Peanjian Kerja Sama ini uniuk:

a.  Meningkatan partisipas: PIMAK KEDUA dalam pengawasan Pamilu dan
Pemilihan sebagai mitra kerjasama  dalam mewujudkan Pamilu dan
Pemilihan yang berhualitns, bermartabat, dan bariniegritas:
Mengembangkan pengawasan partisipati! pada masyarakal dan

C. Meningkatkan hubungan kerjasamn kelembagaan antara PARA PiHAK
Mmedalul pembinaan, pendidikan dan patalihan, kepada masyarakal dalam
mawujudkan lugns-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provins: Bail
untuk mengawasi Pemilu dan Pamiliban
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(2)  Tupuan dari Pesjangan Karfja Sama ini uniuk
8. Meningkatkan serta mambna hubungan kelembagaan antars PARA PIHAK
mandukung suksesnya penyelanggaraan Pemilu dan  Pemiee Jang
barkualftas, bermartabal. dan Derinlagriias,
b, Mendorong PIHAK KEDUA malakukan pengawasan parbsipant dan
€. Meningkalkan peran masyarahat o Bai uniuk terlibal datam proses Pemily
dan Pemilihan

Pasal 2
RUANG LINGKUP KER.JA SAMA
Ruang lingkup Perjanjian Kerfa Sama ini dilakukan pada
{1} Peningkalan Program Pengawasan Partisipatd Pemily dan Pemiiihan;
(2) Pendidikan:
{3} Penalitian;
{4} Pengabdian masyarakal; sarta
(5} Bidang-bidang lain yang disepakati olen PARA PIHAK sepanjang tidak
bertentangan dengan kelentuan yang bertaku di masing-masing PIHAK

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan antara PARA PIHAK dalam bentuk kagiatan sebagal berku -
(1) Sosialisasi delam bentuk seminar atau kuliah umum:
{2} Rapat Koordinasi anlara PARA PIHAK
(3] Pelatihan atay Bimbingan Teknis terkail pengawasan partisipahif;
(4) Prakiik kerjag/magang: dan
(8) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media celak. elekiionik
serta midia lalnnya dilakukan oleh PARA PIHAK.
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Panal 4
HEWA JIHAKN PABA PiHAK

Foovwpibvan PFIHAK PEH T AMA

"

I

st owm Banboinin  annaeegins i thislirmy - pelak mainan Fesrsipesrnit i an s (ax
Pantp porveivainge Frana bowig el il

Moot sorana oy CrTEs oA vang diliitubkan  pada E¥rraegr mre
Frawriagonehi vsci | LIRS 1L

Blailaangammnng  jawails AL ST T T RE b @ Ny rCHgT A Farigrwaznn
E i Dimipanslil - ilany

Manarimas masuban don saran PIHAK KEDUA terk ail Frogram Pangawssan

P arimapranif

Fewajibon PIHAK KEDUA

hdisriyimdisihan  snapigarom  dlmkam prelaksarnman F‘um;n_-nrmnggn Program

Famngawasan Prrisipatf,

b Menyediakan sarana dan prasarana yang dibuluhkan pada Program
Pongawasan Partisipatif:

€. Benanggung jawab lerhadap terselenggaranya program Pengawaszan
Parisipatif; dan

d  Menedima masukan dan saran PIHAK PERTAMA tarkail Frogram
Pengawasan Partisipatif.

Pasal §
HAK PARA PIHAK
Hak PIHAK PERTAMA:

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lermbaga. tidak termasuk

G

informasi yang dikecualikan;

- Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan

terkait Fengembangan Program Pengawasan Partisipatit: dan
Dapat melaksanakan sosialisasi mandin terkait pengawasan partisipatif.

Hak PIHAK KEDUA:
a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk

b.

Informasi yang dikecualikan;
Memberikan masukan terhadap lerselenggaranya program dan kegiatan
terkait Pengembangan Program Pengawasan P artisipatif:
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PIHAK MEDUA et reetreelnifiarle sy palabihosn fesekesi [P R S0 T P

Dersaplil ol PIHAK PERTAMA o
1 Dhannd rwveslonh mavmanboinr sasmin i syl v e br bearlesil pomapa s e Lot bl it
Pasal &
PEMHIAYAAN

(1 Pombiiysan yang bmbwil sebaogol ok bl i koglatan dalam Poganpan Keg
b A T LA LA L AT TR 1Rl kagupilos PARA, PiHA K

[« Sarar dai prasacainag dalom prstpdon e presgrarn karja dibadiacnk an b anparla

PARMA PIHAMK

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1 Peranjian Kerja Sama inl barlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sajak
tangpal ditandatangani oleh PARA PiHAK

12} PARA PIHAK berdasarkan kesspakatan bersama dapal memparpanjang jangka
wakiu Penanian Kerja Sama ini yang dibuat secars tertulis dalam bentuk
addendum,

31 Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Peranjian Kerja Sama ini
sebelum jangka waktu berakhir, maks PIHAK yang bermaksud mengakhiri
Parjanjian Kerja Sama ni harus meamberitahukan secara tartulis kepada salah
salu PIHAK paling lambat 3 (tiga} bulan sebelum Pearjanjian Kerja Sama in
diakhiri; dan

(4] PARA PIHAK sepakal untuk mengasampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang Hukurn Perdata terkalt syarat dipariukannya Putusan Pengadilan dalam
pengakhiran parfanjian.

= _——“-
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Pasal A |

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(M Hak Kekayaan Intslekiual bang Yany limbiil akibat pslaksanaan Patjanjsan
Rarjmsama il menjadi il PARA PIHAK hordassikan konltibusi masing.

Imasimn) PIH&K

() Mok Korkayazin ook tual ying ialah ada sehehim Porjanjian Kerjasama inl akan
el milis PIHAK ¥ang memidikinga, dan oleh karmnanya ldak dapal
dianggap dengan cara HPARUN juga sebagal milik PIHAK 1ain, stau milik barmama
dini PIHAK [amninya,

Pasal 8
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan
keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perianjian Kara
Sama ini, kecuali informasi yang sWainya sudah diketahui oleh umum atau
sepalutnya sudah diketahus oleh wmum stau sepatulnya dikategorikan sebagal
nformasi yang dapat diketahui oleh masyarakal luas atau berdasarkan
ketentuan peraluran perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dan
ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, den atau disyaratkan,
dikecualikan, atau diwajibkan aleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran
dasar masing-rmasing PIHAK:

2] PARA PIHAK tidak akan membuka kershasiaan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) pasal ini kepada pihak |ain manapun, tanpa persetujuan tertulis dar
PIHAK lainnya

(3} Ketentuan kerahasiann dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat
PARA PIHAK, meskipun Peranjian Kerja Sama inl barakhir,
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Pasal 10

EVALLAS
Evahmsi sy pelaksanaan Peajanjan Mapa

o i FeMling seclikl 1 st kadi a

HATRA N waElkh ddiikaanargn SRIEAT A
Alarn 1 {s3ku j tahun slak PARA PiHAK

Pasal 11

PENYELESAIAN PE RSELISIHAN

Apatila o dalam pelakssnaan Peraniian Hetia Sama r fimbl persaliniban. PARA

PIHAK sepakat untuk menyelesatkannya secara musyawanh etk iLifak st

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadl hakhal yang di luar kekussaan PARA PHAK atau (force
mafeura), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubaran temoat dan wakiy
pelaksanaan lugas pekaffEan dangan PeErseluuan PARA PIHAK

(2} Yang merupakan (force majeure) dalam hal ini adalah;

8.  Bencana alam;
b Keadaan keamanan yang tdak mengizinkan: dan
€. Siuasi lain yang ditetapkan cleh Pamerintah

Pasal 12
LAIN-LAIN
belum diatur dalam peranjian kerjasama ini akan
diatur kemudian sebagal lambahan (@ddendyrm) Yang disepakat clan PARA
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisakkan dari Penanjian int:

(2) Dalam hal lerdapal ketentuan yang bertentangan derigan peraturan
undangan selelah cﬁundﬂta.nganinﬁ Peérianjian keria sama ini yang
menyebabkan ketentuan Iersebut manjadi tidak berlaku, maka hal tersebut lidak
mambatalkan kelentuan-ketentuan lainnya dalam

(1) Perubahan dan atay yang

perjanjian kerja sama ini: dan
(3) Segala perubahan dan alau pesmbalalan terhadap Perjanjian Kearja

akan dialur bersarna kemudian oleh PARA PIHAK,

Sama mi
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Pasal 14
PENUTUP
(1) Perjenian Kerja Sama ini dibual dan ditandatangan: olah PARA PIHAK dalam
rangkap 2 (dua) dan masing masing barmalaral cukip dan memilikl kakuatan
Pukum yang sama dan masing-masing memegang asinya

(<)  Peranpan Kerja Sama ini mulai bertaku ssak ditandatangan

Demikian Parjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sabanarnya dan dengan tikad taik,
dalam keadaan sehat rohani dan jasman lanpa ada unsur paksaan, penipuan. alau
pun lekanan dar pihak mana pun unluk dipatuhi dan dilaxsanakan clah PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
LI, : | BALI UNIVERSITAS NGURAH RAI

[ AN TR 1 i

KETUT ARIYARI, 5.E., M.M., M.H. Dr. NYOMAN DIAH UTARI DEWI, A Par_ M.AP.
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